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”Lepaskanlah cita-citamu setinggi-tingginya, makin tinggi, makin baik. Harapkanlah hal 
yang paling bisa terjadi, bukannya nanti, melainkan sekarang. Ketahuilah tidak satu pun 
yang terlampau indah untuk diraih”. 
(Eileen Caddy) 
 
”Jangan sekali-kali cemaskan jurang yang membatasi mimpi dan kenyataan. Kalau 
Anda mampu memimpikannya, Anda pun bisa mewujudkanya”. 
 
(Belva Davis) 
“Jangan takut akan kegagalan, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang 
tidak pernah mencoba melangkah. Jangan takut akan salah karena kesalahan yang 
pertama akan menambah pengetahuan untuk mencari jalan benar pada langkah kedua”. 
 
(HAMKA) 
 “Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil”. 
(Mario Teguh) 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan guru pendidikan 
kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn berdasarkan KTSP di SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat, serta upaya yang diterapkan guru PKn dalam 
menghadapi hambatan-hambatan yang ada. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian pada 
penelitian ini adalah guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten 
Sleman Wilayah Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
(interview), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis induktif. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipergunakan 
adalah teknik triangulasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)hambatan dalam mengembangkan RPP 
dan pelaksanaan pembelajaran PKn yaitu faktor siswa yang meliputi karakteristik dan 
latar belakang yang berbeda, kondisi fisik yang lemah, kondisi ekonomi yang kurang 
mampu, motivasi yang rendah, dan daya pikir yang rendah. Faktor guru meliputi kurang 
pahamnya guru terhadap langkah-langkah penyusunan RPP, komponen RPP, dan materi 
PKn. Faktor waktu yaitu keterbatasan waktu yang tersedia, dan faktor media yaitu 
ketidaklengkapan media, 2)upaya dalam mengatasi hambatan dalam mengembangkan 
RPP dan pelaksanaan pembelajaran PKn yaitu faktor siswa yang meliputi karakteristik 
dan latar belakanng siswa yang berbeda dengan mengembangkan RPP yang disesuaikan 
dengan latar belakang siswa dan menggunakan metode yang mudah dipahami siswa, 
untuk kondisi fisik yang lemah dengan menggunakan strategi yang menarik, untuk 
kondisi ekonomi dengan meminjam buku di perpustakaan, untuk motivasi yang rendah 
dengan menggunakan metode tanya jawab untuk memotivasi siswa, dan untuk daya 
pikir rendah dengan melakukan diklat atau latihan soal terus-menerus. Factor guru yang 
meliputi kurang pahamnya guru terhadap langkah-langkah penyusunan RPP, komponen 
RPP dan materi ajar PKn dengan membahas bersama guru lainnya atau dengan MGMP 
dan meningkatkan pengetahuan dengan mencari materi lewat internet dan buku lainnya. 
faktor waktu yaitu keterbatasan waktu dengan menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran 
dengan waktu yang tersedia, dan faktor media yaitu ketidaklengkapan media dengan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan Nasional kita telah beberapa kali mengalami pembaharuan 
kurikulum, mulai dari Kurikulum 1994 sampai Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan atau Kurikulum 2006. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum 
sebelumnya masih belum cukup bagus untuk menjawab tantangan kerja 
sekarang ini, di antaranya berkaitan dengan masalah relevansi, atau 
kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan 
pembangunan. Sistem Pendidikan Nasional senantiasa harus dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik tingkat lokal, 
nasional maupun global. 
Pemerintah menggagas tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
sebagai tindak lanjut kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah 
dan desentralisasi. Pemerintah berharap melalui Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan ini, masalah ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan 
masyarakat dan pembangunan segera teratasi. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan 
pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial 




Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kurikulum adalah 
tenaga kependidikan/guru. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1, 
guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah. 
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional saat ini sarat dengan tuntutan yang cukup mendasar karena harus 
mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu 
serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi 
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 
global. Salah satu komponen penting dari Sistem Pendidikan Nasional adalah 
kurikulum karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang 
dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun 
penyelenggara  khususnya guru. 
Pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 
tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 




Kurikulum merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan di 
sekolah karena kurikulum merupakan rancangan formal dan tertulis bagi 
pelaksanaan pendidikan di sekolah, sehingga pendidikan dapat berjalan 
secara terencana, sistematis, dan teratur. Kurikulum merupakan bagian 
penting dalam pendidikan sebab kurikulum berkaitan dengan penentuan arah, 
isi, dan proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menentukan kualifikasi 
suatu lembaga pendidikan. 
Menurut Mulyasa (2006: 9), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar 
dengan guru karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan mereka memiliki 
tanggungjawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang 
berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu 
relevan dan kompetitif.  
 
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 dan 36 yang menekankan 
perlunya peningkatan standar nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum 
secara berencana dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. 
Menurut Martinis Yamin (2007:  62), penerapan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan menekankan pada pendekatan proses dan bukan 
pemaksaan pencapaian materi. Oleh sebab itu pembelajaran yang 
dilaksanakan harus melibatkan aktivitas siswa atau peserta didik, guru 
berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam pembelajaran. Belajar yang 
dilakukan merupakan belajar bermakna dan tuntas, sehingga peserta didik 
betul-betul menguasai permasalahan yang dipecahkan bersama. Kemampuan 




Setelah pemberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 
2006, satuan-satuan pendidikan harus mampu mengembangkan komponen-
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komponen dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Komponen yang 
dimaksud mencakup visi, misi dan tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur 
dan muatan, kalender pendidikan, silabus sampai pada Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memiliki beberapa 
karakteristik yang secara umum yaitu adanya partisipasi guru dan 
keseluruhan atau sebagian staf sekolah, adaptasi (modifikasi) dan kreasi 
(mendesain kurikulum baru), perpindahan tanggung jawab dari pusat, proses 
berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, dan ketersediaan struktur 
pendukung. 
Pada dasarnya, tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah 
bagaimana membuat guru lebih aktif dalam mengembangkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru juga 
harus aktif dalam memancing kreativitas anak didiknya sehingga dialog dua 
arah terjadi dengan sangat dinamis. Kelebihan lain Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan adalah memberi alokasi waktu pada kegiatan pengembangan diri 
siswa. Siswa tidak hanya mengenal teori tetapi terlibat dalam sebuah proses 
pengalaman belajar. 
Kurikulum ini lahir karena adanya tuntutan perkembangan yang 
menghendaki desentralisasi, otonomi, dan fleksibilitas dalam 
penyelenggaraan pendidikan. Sistem pendidikan sentralistik telah 
menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat 
sehingga kemandirian dan kreativitas sekolah tidak tumbuh. Pendekatan baru 
berupa desentralisasi dalam pendidikan akan memberikan kewenangan yang 
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cukup untuk sekolah dalam mengelola mutu pendidikan peserta didik. 
(Slamet, 2005:3).  
Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan 
dan kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi 
pendidikan. Selain itu desentralisasi juga dimaksudkan untuk mengurangi 
beban pemerintah pusat yang berlebihan, mengurangi kemacetan-kemacetan 
jalur-jalur komunikasi, meningkatkan kemandirian, demokrasi, daya tanggap, 
akuntabilitas, kreativitas, inovasi, prakarsa, dan pemberdayaan dalam 
pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan. 
Pembuatan kurikulum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
masih dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kurikulum standar yang 
berlaku secara nasional. Kemudian untuk implementasinya, sekolah dapat 
mengembangkan kurikulum tersebut dengan mengacu isi kurikulum yang 
berlaku secara nasional. Namun dalam implementasi ternyata tidak sama. Hal 
tersebut dapat dilihat dalam penyusunan silabus. Silabus model Badan 
Standar Nasional Pendidikan yang seharusnya hanya sekadar menjadi model, 
telah menjadi acuan baku untuk dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air. 
Akibatnya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang seharusnya berbeda 
di setiap daerah, bahkan di setiap sekolah, namun yang terjadi justru ada 
penyeragaman. Selain itu kebanyakan sekolah atau guru yang tidak begitu 
memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan juga 
mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan seperti 
kurikulum sebelumnya hanya merubah nama, format, atau silabus saja. 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi Kurikulum yang tetap sama 
produk-nya. Implementasi yang seperti inilah maka Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan pun menjadi kurang efektif dalam pengembangan diri 
siswa karena isinya sama saja (Slamet, 2005 : 3). 
Proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai 
komponen. Menurut Moh. Ali (1984: 4), secara garis besar komponen 
tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori utama yaitu guru, materi dan 
siswa. Ketiganya melibatkan sarana dan prasarana meliputi metode, alat 
peraga, media pembelajaran, dan penataan media tempat belajar sehingga 
tercipta situasi dan kondisi yang memungkinkan. 
Proses pembelajaran adalah proses yang terarah pada tujuan pendidikan 
dan pengajaran. Komponen-komponen di dalam proses pembelajaran saling 
berinteraksi dan berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu 
komponen proses belajar adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 
dibuat berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berisi 
diantaranya kompetensi dasar, indikator, materi standar, pengalaman belajar, 
metode mengajar, dan penilaian (Mulyasa, 2006: 221-222). 
Guru sering kali dalam kegiatan pembelajaran di sekolah merasa bahwa 
pembaharuan kurikulum sebagai beban. Guru harus memahami kurikulum 
yang baru dan mengubah pola kerja yang biasa dilakukan guru untuk 
disesuaikan dengan kurikulum. Keadaan demikian merupakan akibat logis 
dari terlalu seringnya ada pembaharuan kurikulum. Namun kurikulum yang 
baik bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran. 
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Masih banyak faktor lain yang ikut andil terhadap kegiatan pembelajaran. 
Faktor kunci yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran, 
diantaranya mutu guru, kondisi sarana dan prasarana pendidikan, manajemen 
sekolah, dan sistem pendidikan nasional. 
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari 
rumpun ilmu sosial, karena itu tidak mengherankan apabila konsep-konsep 
atau bahan ajarnya abstrak. Bahan ajar yang abstrak menuntut keterampilan 
guru untuk mengorganisasikan bahan sedemikian rupa sehingga menarik dan 
menantang. Meskipun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan telah 
dilaksanakan, namun terdapat indikasi bahwa ada kecenderungan guru untuk 
menggunakan teknik mengajar tradisional, seperti ceramah dan tanya jawab. 
Padahal teknik ini kurang dapat memobilisasi dan menumbuhkembangkan 
potensi berpikir, sikap, dan keterampilan siswa. 
Di samping itu menimbulkan perasaan bosan dan pasif sehingga siswa 
menganggap mudah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini bertugas mengembangkan 
pendidikan demokrasi yang mengemban 3 fungsi pokok, yaitu 
mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligensi), membina 
tanggung jawab (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warga 
negara (civic participation) (Udin S. Winataputra. 2005: 1.1). Mata pelajaran 




Adanya perubahan baik kurikulum, pengembangan silabus, penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, maka dalam 
pelaksanaannya tentu akan mengalami suatu hambatan. Mulai dari apakah 
guru tersebut bisa menyusun dan menguasai kurikulum. Kemudian apakah 
guru tersebut dapat menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan materi 
pembelajaran, mengembangkan strategi belajar-mengajar, mengembangkan 
dan memilih media pembelajaraan, dan merencanakan dan melakukan 
evaluasi terutama untuk ranah kognitif.  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perkiraan atau 
proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh guru 
mauapun peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan membentuk 
kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2009: 153). 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 dinyatakan bahwa:  
”Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 
pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian 
hasil belajar”.  
 
Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menjelaskan 
bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk 
mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi 
dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 
berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
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peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  
Menurut Mulyasa (2006: 255) pembelajaran pada hakekatnya adalah 
proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi 
perubahan ke arah yang lebih baik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi 
didalam interaksi tersebut, baik faktor internal yang datang dari dalam diri 
individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. 
Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah 
mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku 
dari peserta didik. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran berbasis 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup tiga hal, yaitu pre tes (tes 
awal), pembentukkan kompetensi, dan post tes. 
Berdasarkan pengalaman peneliti ternyata pengetahuan tentang 
bagaimana pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan 
pelaksanaan pembelajaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran. Hal ini dikarenakan masih banyak guru mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan yang belum secara maksimal dapat 
mengembangkan kompetensi yang ada di dalam silabus dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran. 
Banyak guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang pada 
saat memberi materi/menyampaikan materi kepada peserta didik, cara 
penyajiannya masih kurang membangkitkan semangat peserta didik untuk 
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belajar secara aktif dan mandiri. Bahkan ada beberapa guru yang masih 
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam mengajar di kelas. 
Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam 
pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan 
pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan siswanya. Di 
mana setiap sekolah dalam pengembangannya berbeda-beda. Tetapi pada 
kenyataannya terjadi penyeragaman. Format contoh pengembangan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran digunakan sebagai 
acuan yang baku bagi Guru.  Padahal format contoh tersebut masih harus 
dikembangkan lagi. 
Adanya kesenjangan informasi antar daerah, keragaman kompetensi 
guru atau sarana-prasarana sekolah menjadi cacat utama dalam melaksanakan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan menemui hambatan dari segi Sumber Daya Manusia yang kurang 
memadai. Tidak banyak Sumber Daya Manusia yang mampu menjabarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di dalam satuan pendidikan. Guru 
belum sepenuhnya memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan secara 
utuh, baik dari segi konsep maupun penerapannya di lapangan. Padahal 
pengimplemetasian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut mutlak 
diperlukan demi tercapainya target pengajaran yakni penguasaan materi 
dengan baik oleh peserta didik.  
Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah yaitu 
tingkat provinsi yang kemudian disosialisasikan ke sekolah-sekolah. 
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Sosialisasi ke sekolah-sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah 
masing-masing. Namun kondisi geografis tanah air kita yang beragam 
membuat kurangnya sosialisasi sampai ke seluruh pelosok tanah air. Sekolah-
sekolah yang berada di daerah terpencil mendapatkan informasi Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan hanya dari mulut ke mulut saja. Kurangnya 
sosialisasi juga menyebabkan banyak sekolah yang masih simpang-siur dalam 
memahami Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meski telah diterapkan 
selama 6 tahun. 
Selain itu masalah yang tidak kalah penting adalah segi sarana dan 
prasarana. Kebanyakan sekolah dinilai kekurangan sarana untuk mendukung 
kelengkapan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hal ini 
terutama dialami oleh sekolah yang berada di daerah terpencil dan sekolah-
sekolah yang memiliki masalah kesulitan dana. Masalah tersebut sangat 
mempengaruhi pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan 
pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah yang berdampak pada kurang 
efektifnya penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Permasalahan 
tersebut juga dialami oleh SMA-SMA yang berada di Kabupaten Sleman 
khususnya Kabupaten Sleman wilayah Barat. Masih banyak guru yang belum 
optimal dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
pelaksanaan pebelajaran karena kurangnya sarana dan prasana. 
SMA di Kabupaten Sleman Wilayah Barat merupakan SMA yang 
berada di daerah pinggiran kota. Guru-guru yang ada di daerah pinggiran kota 
memiliki indikasi yang besar dalam mengalami hambatan pada 
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pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaa 
Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa guru-guru se-Kabupaten Sleman Wilayah 
Barat belum melakukan upaya dalam mengatasi suatu hambatan. Hal inilah 
yang melatarbelakangi pentingnya diberlakukan penelitian tentang apakah 
hambatan-hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat, di mana Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan sudah diterapkan di sekolah, namun kurikulum tersebut belum 
terlaksana dengan sempurna dan masih menemui beberapa hambatan. 
Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diberlakukan oleh 
pemerintah masih terdapat berbagai hambatan khususnya di SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat karena itu perlu dilakukan suatu penelitian. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 
beberapa permasalahan yang relevan terkait dengan hambatan apa saja yang 
dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan sebagai berikut : 
1. Belum sempurnanya pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
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2. Belum optimalnya guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah-sekolah. 
3. Kurangnnya sarana prasarana sebagai kelengkapan dari pelaksanaan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terutama sarana prasarana dalam 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan khususnya di SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat. 
4. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam pengembangan silabus. 
5. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan 
Kewarganegaraan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah 
Barat dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
6. Masih adanya hambatan yang dialami oleh guru Pendidikan 
Kewarganegaraan khususnya di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah 
Barat dalam pelaksanaan pembelajaran. 
7. Masih belum diketahuinya upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan 
Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
 
C. Batasan Masalah 
Mengingat banyaknya masalah yang timbul sehubungan dengan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka dari uraian masalah yang 
berhasil diidentifikasi di atas, maka peneltian ini dibatasi pada : 
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1. Hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengembangkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
2. Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam mengembangkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 
pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan 
dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ? 
2. Upaya apa saja yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA 





E. Tujuan Penelitian 
Mengacu pada masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini 
bertujuan untuk : 
1. Mengetahui hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan 
dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. 
2. Mengetahui upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan 
dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 
maupun praktis sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dijadikan 
sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang sejenis di masa yang akan 
datang. 
b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk/terhadap konsep 
pembelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk 




2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya dan guru 
mata pelajaran lainnya pada umumnya, dapat dijadikan sebagai 
sumber informasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 
pembelajaran, khususnya mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah atau 
organisasi profesi guru untuk mengatasi berbagai permasalahan sarana 
kritis bagi terselenggaranya sistem pendidikan yang berpengaruh pada 
perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. 
c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama atau  masalah lain 
yang berkaitan. 
 
G. Batasan Istilah 
1. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. 
2. Menurut Chollisin (2000: 19), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 
bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik.  Pendidikan politik 
berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga Negara 
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yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu 
proses belajar mengajar. Dalam proses ini karakter ilmu politik sangat 
berpengaruh secara dominan baik dalam mengembangkan materi maaupun 
strategi pengajarannya. 
3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang 
disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau 
sekolah (Mulyasa, 2006: 19). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan 
muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kalender pendidikan dan 
silabus. 
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perkiraan atau proyeksi 
guru menganai seluruh kegiatan yang dilakukan baik oleh guru mauapun 
peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan membentuk kompetensi 
dan pencapaian tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2009: 153). 
5. Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 
dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik 
















A. Tinjauan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
1. Kurikulum 
a. Pengertian Kurikulum 
Menurut Mulyasa (2006: 4), kurikulum merupakan komponen pendidikan 
yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun 
penyelenggaran khususnya guru dan kepala sekolah. Sejak Indonesia memiliki 
kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, 
karenanya sejak saat itu pula pemerintah menyusun kurikulum. Dalam hal ini, 
kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan diberlakukan bagi 
seluruh anak bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. 
Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua 
pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Kurikulum disusun 
oleh para ahli pendidikan/ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat 
pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini 
disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, 
dalam proses pembimbingan perkembangan siswa, mencapai tujuan yang dicita-
citakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat (Nana Syaodih, 2005: 





pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan 
tuntutan, dan tantangan perkembangan masyarakat  
Jadi kurikulum merupakan seperangkat aturan mengenai isi dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar 
di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.   
b. Tujuan Kurikulum 
Tujuan adalah arah atau sasaran yang akan dituju oleh proses 
penyelenggaraan pendidikan. Setiap kegiatan semestinya mempunyai tujuan, 
karena tujuan menuntun kepada apa yang hendak dicapai atau sebagai gambaran 
yang jelas tentang hasil akhir dari suatu kegiatan. 
Menurut Asep Herry Hermawan (2005: 116) tujuan kurikulum adalah : 
1) memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara 
melakukannya dan merupakan patokan untuk mengetahui hingga mana 
tujuan itu telah dicapai. 
2) memegang peranan sangat penting, akan mewarnai komponen-komponen 
lainnya dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar. 
3) kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para 
pengembang kurikulum mengenai pengetahuan kemampuan serta sikap yang 
ingin dikembangkan. 
 
c. Komponen Kurikulum 
Menurut Suciati, dkk (2005: 4) komponen kurikulum yaitu sebagai 
berikut: 
1) Komponen tujuan 
Tujuan yang ditetapkan harus mengacu pada prinsip-prinsip atau kriteria 





kebutuhan sosial masyarakat, ilmu pengetahuan dan filsafat. Kriteria lainnya 
adalah kriteria prosedur mencakup keterwakilan (representif), kejelasan, 
terpertahankan, konsistensi, dan fleksibilitas. 
Tujuan yang diterapkan harus disusun dan dinyatakan secara jelas. 
Pernyataan yang tidak jelas, yang dipenuhi kata-kata atau istilah yang rancu dan 
kabur akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada tingkat 
penyusunan, pengelola sekolah, dan  pada tingkat pelaksana kurikulum termasuk 
guru. Untuk menghindarinya diperlukan definisi operasional dan persamaan arti, 
istilah, konsep-konsep yang dimiliki oleh orang-orang yang terkait dengan 
penyusunan dan pelaksanaan kurikulum atau memiliki persamaan arah/tujuan 
pendidikan yang dicita-citakan. 
2) Komponen Isi 
Isi kurikulum yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa dari sekolah. 
Pengalaman-pengalaman ini dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa 
sehingga nantinya yang diperoleh siswa adalah sesuatu dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. Untuk menentukan isi kurikulum diperlukan keahlian seseorang 
dalam suatu bidang atau mata pelajaran, sehingga dengan keahlian yang dimiliki 
itulah dapat mengkaji struktur bahan yang menjadi isi kurikulum. Untuk 







3) Komponen Metode dan Proses Pembelajaran 
Metode dan proses pembelajaran adalah cara siswa memperoleh 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Metode berkenaan dengan proses 
pencapaian tujuan, proses berkaitan dengan bagaimana pengalaman belajar atau 
isi kurikulum diorganisasikan. Setiap bentuk organisasi yang digunakan 
membawa dampak kepada proses untuk memperoleh pengalaman yang 
dilaksanakan. Untuk kepentingan ini diperlukan kriteria pola organisasi 
kurikulum yang efektif. 
4) Komponen Evaluasi/Penilaian 
Evaluasi yaitu cara untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin dituju 
dapat dicapai/tidak. Evaluasi juga berguna untuk menilai apakah proses 
kurikulum berjalan secara optimal atau tidak. Melalui evaluasi akan diperoleh 
balikan tentang pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Dengan balikan yang 
diperoleh dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 
Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara terus menerus. Untuk itu terlebih 
dahulu perlu ditetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi dengan 
menggunakan acuan dan kriteria yang jelas pula. Perlu ditetapkan dua sasaran 
utama dalam evaluasi : 
a) Evaluasi terhadap hasil (produk) kurikulum yaitu evaluasi yang menilai 





b) Evaluasi terhadap proses kurikulum yaitu evaluasi yang menilai apakah 
proses itu berjalan secara optimal sehingga memungkinkan tercapainya tujuan. 
d. Fungsi Kurikulum Bagi Guru 
Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan 
tugasnya sehari-hari di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru bertugas dan 
bertanggung jawabmelaksanakan dan mengembangkan kurikulum di kelas. 
Dengan kurikulum guru dapat merencanakan dan melaksanakan proses 
pembelajaran. 
e. Pengembangan Kurikulum 
Pengembangan kurikulum adalah suatu istilah yang ada dalam studi 
kurikulum, yaitu sebagai alat untuk membantu guru melakukan tugasnya 
menyampaikan pembelajaran yang menarik minat siswa. Kegiatan 
pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan untuk merespons perkembangan 
ilmu dan teknologi, perubahan sosial di luar sistem pendidikan, memenuhi 
kebutuhan siswa, dan merespon kemajuan-kemajuan dalam pendidikan. 
Masalah yang ada dalam proses pengembangan kurikulum biasanya 
berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana memilih materi 
yang diajarkan, apa yang harus dilakukan bila ada pandangan yang bertolak 






Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam 
proses pembelajaran. Ada empat bagian penting dalam kurikulum meliputi : 
tujuan, isi/materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Keempat 
bagian/komponen kurikulum ini salaing berkaitan dan berinteraksi untuk 
mencapai perilaku yang diinginkan/dicita-citakan oleh tujuan pendidikan 
nasional. Kaitan antara empat komponen tersebut adalah sebagai barikut: 
1) Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula dalam memilih 
isi/materi yang harus dikuasai, strategi yang akan digunakan serta bentuk dan 
alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kurikulum. 
2) Hierarki perumusan tujuan kurikulum dimulai dari tujuan umum pendidikan, 
kemudian tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. 
3) Materi kurikulum menurut Saylor dan Alexander adalah fakta-fakta, 
observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari 
pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam 
bentuk konsep, generalisasi, prinsip, dan pemecahan masalah. 
4) Strategi pembelajaran berkaitan dengan bagaimana menyampaikan isi/materi 
kurikulum agar tujuan tercapai dan komponen evaluasi kurikulum adalah 
untuk menilai apakah tujuan kurikulum telah tercapai. Hasil dari evaluasi 




f. Cara Mengembangkan Kurikulum 
1) Menentukan Tujuan 
Rumusan tujuan dibuat berdasarkan analisia terhadap berbagai tuntutan, 
kebutuhan dan harapan. Tujuan dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor  







2) Menentukan Isi 
Isi kurikulum merupakan materi yang akan diberikan kepada siswa selama 
mengikuti proses pendidikan/proses pembelajaran. Materi ini dapat berupa mata 
pelajaran untuk masalah yang berhubungan dengan kehidupan yang perlu 
dipelajari untuk mencapai tujuan. 
3) Merumuskan Kegiatan Pembelajaran 
Hal ini mencakup penentuan metode dan keseluruhan proses pembelajaran 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
4) Mengadakan Evaluasi 
Evaluasi sangat tergantung pada tujuan yang akan dicapai. Evaluasi sangat 
penting dilakukan agar memperoleh balikan/feedback guna mengadakan 
perbaikan. Evaluasi terus diadakan baik terhadap hasil maupun proses belajar.  
g. Pembaharuan Kurikulum 
Banyak faktor yang mendorong pembaharuan kurikulum yaitu : 
1) Pengembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi masyararakat. 
2) Didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai 
filosofis terutama negara (Nana Syaodih, 2005: 103). 
Langkah-langkah pembaharuan menurut Nana Sudjana (2005: 148)adalah 
sebagai berikut : 
1) Mengenal dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan kurikulum. 
2) Mobilisasi suatu perubahan kurikulum. 
3) Studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat 





5) Formulasi tujuan pendidikan 
6) Menetapkan aktivitas belajar dan mata pelajaran 
7) Mengorganisasikan pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran. 
8) Pelaksanaan kurikulum . 
9) Evaluasi dan revisi kurikulum. 
 
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
a. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan pedoman bagi 
pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan sektor pendidikan (pengetahuan, 
keterampilan, dan kompetensi) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, 
khususnya jalur pendidikan sekolah. Hal tersebut berkaitan dengan upaya 
pemerintah dan praktisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang 
lebih baik. Salah satunya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaharui 
dalam bidang kurikulum di sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Dengan 
perubahan ini, pemerintahan berharap mampu meningkatkan mutu pendidikan 
dan sumber daya manusia yang berkualitas. 
Menurut Joko Susilo (2007: 94-95), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan 
merupakan hasil penegasan dari atau sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Ini 
merupakan sebuah konsep yang indah karena memberikan peluang yang sebesar-
besarnya kepada daerah yang berkembang. Dengan ini seluruh potensi setempat 
diharapkan dapat didayagunakan demi pengembangan setempat. 
Penekanan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada aspek 





dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam 
kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi 
mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh 
peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan 
pekerjaan tertentu. Dengan demikian terdapat hubungan antara tugas-tugas yang 
dipelajari dengan kemampuan yang diperlukan di dunia kerja. Untuk hal tersebut 
kurikulum menuntut kerjasamanya dengan baik antara lembaga pendidikan 
dengan lembaga tenaga kerja, terutama dalam hal ini analisis kompeensi yang 
perlu diajarkan pada peserta didik di sekolah. 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat diartikan sebagai konsep 
kurikulum yang menekankan pada pengembangan kamampuan keterampilan 
peserta didik dalam menghadapi perkembangan dunia kerja dan mampu 
melakukan tugas-tugas dengan standar performasi tertentu (competency) atau 
cakap, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan 
terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa. 2005: 39).  
Jadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah konsep kurikulum 
tertuju pada suatu pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, 
kemampuan, pandangan sikap, nilai, dan minat peserta didik sehingga peserta 
didik mampu melakukan kegiatan yang berbentuk keterampilan dan juga 






b. Konsep Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Dalam Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang 
disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 
memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang 
dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan strategi pengembangan 
kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan paradigma baru 
pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan 
pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses 
belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan 
dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, 
sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih 
tanggap terhadap kebutuhan setempat. 
c. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Secara umum tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui 





sekolah untuk melaksanakan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam 
pengembangan kurikulum. 
Secara khusus menurut Mulyasa (2006: 22) tujuan diterapkannya 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebagai barikut : 
1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 
dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber 
daya yang tersedia. 
2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 
pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 
3) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas 
pendidikan yang akan dicapai. 
 
d. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Menurut Masnur Muslich (2010: 12-16), Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan terdapat empat komponen, yaitu: 
1)  Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 
a) Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 
mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
b) Tujuan Pendidikan Menengah adalah  meningkatkan kecerdasan, kepribadian, 
akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 
c) Tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan adalah meningkatkan  kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 





2) Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan  
dan menengah tertuang dalam Standar Isi, yang dikembangkan dari kelompok 
mata pelajaran sebagai berikut : 
a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 
b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
c) Kelompok mata pelajaran pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 
d) Kelompok mata pelajaran estetika. 
e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 
3) Kalender Pendidikan 
Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan 
kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan 
masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum 
dalam Standar Isi. 
4) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran 
Silabus merupakan penjabaran  standar kompetensi dan kompetensi dasar 
ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 
kompetensi untuk penilaian. Berdasarkan silabus inilah guru bisa 
mengembangkannya menjadi Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang akan 






e. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bisa diketahui dari 
bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses 
pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, 
serta sistem penilaian. Beberapa karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan sebagai satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua yang 
tinggi, kepemimpinan yang demokratis, dan profesional, serta team-kerja yang 
kompak dan transparan (Mulyasa. 2006: 190). 
f. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Pengembangan kurikulum untuk setiap satuan pendidikan, yang dilakukan 
pada tahap ini antara lain, yaitu: 
1) Menganalisis dan mengembangkan standar kompetensi lulusan, dan Standar 
Isi. 
2) Merumuskan visi dan misi, serta merumuskan tujuan pendidikan pada tingkat 
satuan pendidikan. 
3) Berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, visi, dan misi, serta 
tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di atas selanjutnya 
dikembangkan mata pelajaran yang akan diberikan untuk merealisasikan 
tujuan tersebut. 
4) Mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan (guru dan 
non guru) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dengan berpedoman 
pada standar tenaga kependidikan yang ditetapkan Badan Standar Nasional 
Pendidikan. 
5) Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memberi 
kemudahan belajar, sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan 










g. Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Menurut permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah 
dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar 
kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang 
dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dengan memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut: 
1) Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan 
lingkungannya. 
 Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki 
posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokrasi serta bertanggung jawab. 
2) Beragam dan Terpadu 
 Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristis 
peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa 
membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial 
ekonomi dan gender. 
3) Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
 Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat 
dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti, dan 
memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni.  
4) Relevansi dengan Kebutuhan 
 Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku 
kepentingan (stakehoders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan 
kebutuhan hidup dan dunia kerja. 
5) Menyeluruh dan Berkesinambungan 
 Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi  kompetensi, bidang 
kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara 
berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.   





 Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 
7) Seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. 
h. Landasan Pengembangan Kurikulum 
Landasan  pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor 
yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu mengembangkan 
suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun luar 
sekolah. Secara umum terdapat tuas aspek pokok yang mendasari pengembangan 
kurikulum tersebut yaitu landasan fisolofis, landasan psikologis, dan landasan 
sosiologis. 
Landasan fisolofis berkaitan dengan pentingnya filsafat dalam membina 
dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat ini 
menjadi landasan utama bagi landasan lainnya. Perumusan tujuan dan isi 
kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan 
fisiolofis. Pandangan fisolofis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong 
aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan 
filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan 
bidang studi, dan tujuan instruksional. 
Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi/teori belajar 
(psychology/theory of learning) dan psikologi perkembangan (developmental 
psychology).  Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana 





mempelajarinya. Jadi dengan kata lain, psikologi belajar berkenaan dengan  
penentuan strategi kurikulum, sedangkan psikologi perkembangan diperlukan 
terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar 
tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan taraf perkembangan siswa 
tersebut. 
Landasan sosiologi dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus 
dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena pendidikan selalu 
mengandung nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, 
keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan 
masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya yang menjadi 
dasar dan acuan bagi pendidikan/kurikulum. Ilmu pengetahuan dan teknologi 
sesbagai produk kebudayaan diperlukan dalam pengembangan kurikulum 
sebagai upaya menyelaraskan isi kurikulum dengan perkembangan dan 
kemajuan yang terjadi dalam dunia iptek  
(http://massofa.wordpress.com/2009/11/02/ pengembangan-kurikulum-dan-
pembelajaran-pkn/). 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Menurut Mulyasa (2006: 213), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada 
hakekatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau 





Pelaksanaan Pembelajaran merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan 
yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk 
mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi 
Dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 
berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik (Permendiknas No 41 Tahun 
2007 tentang Standar Proses) 
Menurut Masnur Muslich (2010: 41-46), Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan 
diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Namun sebelum Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran disusun ada beberapa tahapan kegiatan yang harus 
dilakukan guru agar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun bisa 
efektif dan efisien yaitu sebagai berikut : 
1) Melakukan pemetaan kompetensi dasar per unit. 
Pemetaan kompetensi dasar per unit adalah penataan semua kompetensi 
dasar yang tertuang dalam silabus mata pelajaran ke dalam unit-unit 





guru dalam pengembangan materi pembelajaran ketika menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran. 
Hal yang harus diperhatikan guru dalam pemetaan kompetensi dasar per 
unit adalah sebagai berikut : 
a) Pengurutan kompetensi dasar sesuai dengan prinsip keilmuan, pendidikan 
(pengajaran), dan kadar kesulitan/kedalaman. 
b) Penyatuan kompetensi dasar yang sejenis. 
c) Pemberian jumlah waktu/jam pelajaran setiap unit dengan melihat hasil 
pengembangan silabus. 
d) Pembagian jumlah waktu/jam pelajaran yang tersedia (dalam satu tahun atau 
satu semester) ke semua unit secara proporsional. 
2) Melakukan analisis alokasi waktu. 
Analisis alokasi waktu adalah pelacakan jumlah minggu dalam 
semester/tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada 
mata pelajaran tertentu. 
Hal yang perlu diperhatikan guru dalam analisis alokasi waktu adalah 
sebagai berikut : 
a) Penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester/tahun pelajaran 
dengan melihat kalender umum. 
b) Penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam 





c) Penentuan jumlah minggu yang efektif  pada setiap bulan dalam 
semester/tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. 
d) Penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah 
dipetakan sebelumnya. 
e) Pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian (kalau ada), ulangan tengah 
semester, dan ulangan akhir semester. 
f) Pembagian jumlah waktu/jam pelajaran efektif (dalam satu tahun atau satu 
semester) ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. 
3) Menyusun program tahunan dan/atau program semester. 
Program tahunan dan program semester adalah rencana umum 
pembelajaran mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran 
efektif dalam satu tahun/semester. Penyusunan program tahunan dan program 
semester ini berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang ditetapkan 
sebelumnya dan hasil pemetaan kompetensi dasar per unit. 
Hal yang patut dilakukan guru dalam penyusunan program tahunan dan 
program semester adalah sebagai berikut: 
a) Mendaftar kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan hasil pemetaan 
kompetensi dasar per unit yang telah disusun. 
b) Mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil  analisis alokasi 





c) Menentukan materi pembelajaran pokok pada setiap komptensi dasar, yang 
didapatkan dari pengembangan silabus  yang telah disusun atau dari 
kreativitas guru. 
d) Membagi habis jumlah jam pelajaran efektif (dalam satu tahun atau satu 
semester) ke semua unit pembelajaran dan semua jenis ulangan berdasarkan 
pengalokasian waktu yang terdapat dalam hasil analisis alokasi waktu yang 
telah disusun. 
4) Menyusun Rencana Pelaksanaan pembelajaran. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran mata 
pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. 
Langkah yang patut dilakukan guru dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran adalah sebagai berikut : 
a) Mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran. 
b) Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam unit 
tersebut. 
c) Menentukan  indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. 
d) Menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator 
tersebut. 
e) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran 
tersebut. 
f) Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan kepada 
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 
g) Memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan 
pembelajaran. 
h) Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan 
rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan 
awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
i) Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 (dua)  





dari satu pertemuan. Pembagian setiap jam pertemuan bisa didasarkan pada 
satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi pembelajaran. 
j) Menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam 
pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan. 
k) Menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang 
akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar atau tujuan 
pembelajaran yang telah dirumuskan.    
 
Jadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rancangan pembelajaran 
mata pelajaran yang diterapkan guru di dalam pembelajaran di kelas. Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran ini sebagai pedoman guru dalam melaksanakan 
pembelajaran. 
b. Fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaram 
Menurut Mulyasa (2006: 217-218), terdapat dua fungsi Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
1) Fungsi Perencanaan 
Fungsi perencanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran 
hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran 
dengan perencanaan yang matang. 
2) Fungsi Pelaksanaan 
Dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, rencana 
pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis, utuh dan menyeluruh, 





aktual. Rencana pelaksanaan pembelajaran berfungsi untuk mengefektifkan 
proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. 
c. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Menurut Mulyasa, (2006: 151), berdasarkan standar kompetensi dan 
standar isi dalam silabus yang telah diidentifikasi dan diurutkan sesuai dengan 
tingkat pencapaiannya pada setiap bidang studi, selanjutnya dikembangkan 
program-program pembelajaran, menyusun dan mengembangkan rencana 
pelaksanaan pembelajaran atau persiapan mengajar. 
Pelaksanaan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam 
implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang akan menentukan 
kualitas pembelajaran secara keseluruhan dan menentukan kualitas pendidikan 
serta kualitas sumber daya manusia, baik di masa sekarang maupun di masa 
depan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam hal ini merupakan 
perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan dan memproyeksikan tentang 
apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi 
peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan upaya untuk 
memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 
Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen 
pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, 
dan Penilaian Berbasis Kelas. Kompetensi dasar berfungsi mengembangkan 





kompetensi dasar, indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan 
pembentukan kompetensi. Penilaian berbasis kelas berfungsi mengukur 
pembentukan kompetensi, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan 
apabila kompetensi dasar belum berbentuk atau belum tercapai (Mulyasa. 2009: 
153-155). 
d. Prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus memperhatikan 
perhatian dan karakteristik peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan 
bahan kajian. 
Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan rencana 
pelaksanaan pembelajaran dalam menyukseskan implementasi Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan, sebagai berikut : 
1) Kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus 
jelas, makin konkrit kompetensinya makin mudah diamati dan makin tepat 
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi 
tersebut. 
2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus sederhana dan fleksibel,serta dapat 






3) Kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi dasar yang 
akan diwujudkan. 
4) Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan 
menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. 
5) Harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program di sekolah, 
terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim (team teaching) atau 
dilaksanakan di luar kelas, agar tidak mengganggu jam-jam pelajaran yang 
lain (Mulyasa 2006: 218-219). 
 
e. Cara Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Cara Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam garis 
besarnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Mengisi kolom identitas 
2) Menentukanalokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah 
ditetapkan 
3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang 
akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. 
4) Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan 
kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. 
5) Mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok/pembelajaran yang 
terdapat dalam silabus. 
6) Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan 
7) Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, 
inti, dan akhir. 
8) Menentukan sumber belajar yang digunakan  
9) Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik 






B. Tnjauan Umum tentang Pendidikan Kewarganegaraan 
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 
Menurut National Council of Social studies (NCSS) Amerika serikat 
yang di kutip oleh Cholisin (2000: 6) 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses yang meliputi semua 
pengaruh positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang 
warga Negara dalam peranannya di masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan 
tidak hanya sebagai sekedar bidang studi saja seperti halnya mata pelajaran 
yang lain. Tetapi mata Pendidikan Kerwarganegaraan mengambil dari 
pengaruh positif dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Melalui Pendidikan 
Kewarganegaraan generasi muda dibantu untuk memahamin cita-cita 
nasional, hal-hal yang baik diakui oleh umum, proses pemerintahan sendiri 
dan dibantu untuk memahami arti kemerdekaan untuk mereka dan untuk 
semua manusia dan untuk individu dan kelompok, dalam bidang kepercayaan, 
perdagangan, pemilu dan dalam tingkah laku sehari-hari. Mereka juga dibantu 
untuk memahami bermacam-macam hak kemerdekaan warga negarayang 
dijamin dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya, dan tanggung 
jawab atas apa yang telah dicapainya. 
 
 
Menurut Seminar Nasional Pengajaran dan Pendidikan Civics di 
Tawangmangu, Surakarta 1972, Pendidikan Kewarganegaraan yaitu suatu 
program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga negara yang lebih 
baik menurut syarat-syarat, kriteria, ukuran, ketemtuan-ketentuan Pembukaan 
UUD 1945, dan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 7). 
Menurut Nu’man Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan adalah 
program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan 
sumber-sumber pengetahuan lainnya, positive influence pendidikan sekolah, 





berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup 
demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2000: 
7). 
Menurut Cholisin (2000: 9), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 
bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik 
berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga Negara yang 
lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar 
mengajar. Dalam proses ini karakter ilmu politik sangat berpengaruh secara 
dominan baik dalam mengembangkan materi maupun strategi pengajarannya. 
Jadi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 
bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal terutama 
membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan 
kemampuan dasar dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 
materi peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.  
2. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 
Materi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan nilai (values).sejalan 
dengan ide pokok mata pelajaran Penddikan Kewarganegaraan yaitu 
membantu terwujudnya warga negara yang ideal yaitu warga negara yang 
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter sesuai dengan konsep dan 





baik tersebut dapat membantu terwujudnya masyarakat demokratis 
konstitusional.      
Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi 
pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga 
pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar 
hukum (rule of law) dan pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 
konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi 
manusia, hak sipil, dan hak politik yang mencakup percaya diri, komitmen 
penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, 
demokratis, tolerasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, perlindungan 
terhadap minoritas, dan sebagainya. Dalam kaitanyan dengan nilai 
keterampilan, keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
Untuk keperluan pengembangan silabus berbasis kemampuan dasar, 
karakterstik suatu mata pelajaran perlu diidentifikasi. Struktur keilmuan suatu 
mata pelajaran menyangkut dimensi standar kompetensi, kompetensi dasar, 
dan materi atas struktur keilmuan mata pelajaran tersebut. Hasil identifikasi 
karakteristik mata pelajaran tersebut bermanfaat sebagai acuan dalam 
mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran. 
Menurut Branson dalam CCE (center for Civics Education) pada tahun 





pokok Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu civic knowledge, civic skills, dan 
civic dispositions (Cholisin, 2008: 2-6). 
a. Pengetahuan Kewarganegaraan 
Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) merupakan materi 
substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya 
pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-
kewajiban/peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar 
tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal 
sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang 
telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-
nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk 
mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam 
masyarakat internasional. Hal ini dapat dinyatakan aspek-aspek tersebut pada 
dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara 
dalam hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis. 
b. Ketrampilan Kewarganegaraan 
Ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), merupakan ketrampilan 
yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan 
yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan 
dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. 





participation skills (keterampilan partisipasi). Ketrampilan intelektiul yang 
terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan 
bertanggung jawab antara lain adalah ketrampilan berpikir kritis. Ketrampilan 
berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, 
menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan 
pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Ketrampilan 
intelektual tampak ada upaya diakomodasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 
Kewarganegaraan (2004) yang secara eksplisit dinyatakan dalam praktik 
Pembelajaran Kewarganegaraan diharuskan adanya pengembangan dan 
penerapan cara berpikir kritis, rasional, dan kreatif untuk mendukung 
kompetensi dasar. Juga dapat ditemui pada indikator, meskipun belum 
memadai bahkan masih ada kemampuan “menyebutkan” sebagai sesuatu 
kemampuan yang sangat rendah dan tidak termasuk dalam kategori berpikir 
kritis masih digunakan. 
Tabel 1. Komponen Ketrampilan Kewarganegaraan 








 Menentukan bahwa 
sesuatu itu asli. 
2. Menggambarkan, 
(memberikan uraian/ ilustrasi), 
1. Berinteraksi (termasuk 
berkomunikasi tentunya) 
terhadap obek yang berkaitan 
dengan masalah-masalah 
publik, yang termasuk dalam 
keterampilan ini, antara lain: 
 Bertanya, menjawab, 
berdiskusi dengan sopan 
santun 
















 Sebab-sebab terjadinya 
suatu peristiwa 
 Makna dan pentingnya 
peristiwa atau ide, 
 Alasan bertindak 





ide (gagasan), proses 
politik, institusi-
institusi; 
 Konsekuensi dari ide 
proses pollitik, 
institusi-institusi 
 Memilah mana yang 
merupakan cara dengan 
tujuan, mana yang 
merupakan fakta 
dengan pendapat, mana 
yang merupakan 
tanggung jawab pribadi 





kriteria atau standart untuk 
membuat keputusan tentang: 
 Kekuatan dan 
kelemahan isu/pendapat 
 Membangun koalisi, 
negosiasi, kompromi 
 Mengelola konflik secara 
damai 
 Mencari konsensus 
2. Memantau/memonitor 
masalah politik dan 
pemerintahan terutama dalam 
penanganan persoalan-
persoalan publik, yang 
termasuk keerampilan ini 
antara lain: 
 Menggunakan berbagai 
sumber informasi seperti 




 Upaya mendapatkan 
informasi tentang persoalan 
publik dari kelompok-
kelopok kepentingan pejabat 
pemeritah, lembaga-lembaga 
pemerintah. Misalnya dengan 
cara menghadiri berbagai 
pertemuan publik seperti: 
pertemuan organisasi siswa, 
komite sekolah, dewan 
sekolah, pertemuan desa/ 
BPD, pertemuan wali kota, 
LSM, dan organisasi. 
3. Mempengaruhi proses 
politik, pemerintah baik 
secara formal maupn 
informal, yang termasuk 
keterampilan ini antara lain: 
 Melakukan simulasi tentang 
kegiatan: kampanya, pemilu, 
dengar pendapat,di 
DPR/DPRD, pertemuan wali 
kota, lobi, peradilan 





 Menciptakan pendapat 
baru 
6. Mengambil pendapat/posisi: 
 Dari hasil seleksi 
berbagai posisi 






atas posisi yang 
dipertahankan/diambil/
dibela 
 Merespon posisi yang 
tidak disepakati 
suatu pemilihan, 
 Membuat petisi 
 Melakukan pembicaraan/ 
memberi kesaksian di 
hadapan lembaga publik. 
 Bergabung atau bekerja 
dalam lembaga advokasi 
untuk memperjuangkan 
tujuan bersama atau pihak 
lain 
 Meminta atau menyediakan 
diriuntuk menduduki jabatan 
tertentu. 
Sumber : Diolah dari Center For Civic Education (1994). Nasional Standart for 
Civics and Government, p.p 1-5;127-135 
 
c. Karakter Kewarganegaraan 
Karakter kewarganegaraan (civic dispositions), merupakan sifat-sifat yang 
harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi 
politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan 
harga diri, dan kepentingan umum. Karakter kewarganegaraan didalam 
Kurikulum Berbasis Kompetensi Kewarganegaraan (2004) belum dikembangkan 
secara baik dan lengkap. Dikatakan demikian, karena karakter kewarganegaraan 
belum terumuskan pada setiap kompetensi dasar, hasil belajar maupun indikator. 
Begitu pula meskipun telah isentuh karakter publik (misalnya : mematuhi 
perundang-undangan nasional, mengapresiasi dinamika politik Indonesia) namun 
karakter publik yang kritis terhadap undang-undang maupun terhadap sistem 





dalam masyarakat demokratis. Supaya segala produk undang-undang sejalan 
dengan aspirasi dan di bawah control masyarakat. Sehingga misalnya dalam 
praktik pembelajaran kewarganegaraan perlu dimasukkan karakter publik yang 
berupa “Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat”. 
Karakter privat dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi juga nasibnya sama 
dengan karakter publik. Misalnya, karakter privat ini dapat dipahami dengan 
rumusan “membiasakan diri mengemukakan pendapat secara benar dan 
bertanggung jawab”, “membiasakan diri melaksanakan budidaya demokrasi di 
lingkungan masyarakat”. Kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam 
kondisi transisional dan sangat dinamis, dimana antara fakta dan isu; benar dan 
salah cenderung berkembang menjadi kabur (absurd) atau “dikaburkan”. Ciri-ciri 
watak/karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang utama 
meliputi : 
1) Menjadi masyarakat yang independen (mandiri) 
Karakter ini merupakan kepatuhan secara sukarela terhadap peraturan 
yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari 
perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat 
demokratis. 
2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan 
politik, yang termasuk karakter ini antara lain : 
a) Mengurus diri sendiri 





c) Merawat, mengurus dan mendidik anak 
d) Mengikuti informasi tentang isue-isue publik 
e) Memberikan suara (voting) 
f) Membayar pajak 
g) Menjadi saksi di pengadilan  
h) Memberikan pelayanan kepada masyarakat 
i) Melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan 
sendiri/masing-masing. 
 
3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, yang termasuk 
karakter ini antara lain : 
a) Mendengarkan pendapat orang lain 
b) Berperilaku santun (bersikap sopan) 
c) Menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara 
d) Memenuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas 
untuk berbeda pendapat 
 
4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan 
efektif 
Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum 
memberikan suara (voting) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan 
dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan 
yang sesuai. Hal ini juga menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan 
saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi 
kepentingan umum dan kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-
prinsip konstitusional untuk menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. 
Sifat-sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam 





a) Keberadaan (civilly), yang termasuk sifat ini antara lain : menghormati orang 
lain, menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham, 
mendengarkan pandangan orang lain, dan menghindari argument yang 
bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal. 
b) Menghormati hak-hak orang lain, yang termasuk sifat ini antara lain : 
menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam 
pemerintahan dan sama di mata hukumnya, dan menghormati hak orang lain 
untuk memegang dan mengajukan gagasan yang bermacam-macam dan 
bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandanga-pandangan  
mereka. 
c) Menghormati hukum, yang termasuk sifat ini antara lain : berkemauan 
mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatinya, dan berkemauan 
melakukan tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah hukum 
yang tidak arif dan adil. 
d) Jujur : berkemauan untuk memelihara dan mengekpresikan kebenaran. 
e) Berpikir terbuka : yaiu mempertimbangkan pandangan orang lain. 
f) Berpikir kritis : yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan 
keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya. 
g) Bersedia melakukan negoisasi dan berkompromi : yaitu kesediaan untuk 
membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang 
sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran 
secara moral. 
h) Ulet/tidak mudah putus asa : yaitu kemauan untuk mencoba berulang-ulang 
untuk meraih suatu tujuan. 
i) Berpikiran kewarganegaraan : yaitu memiliki perhatian dan kepedulian 
terhadap urusan-urusan publik/kemasyarakatan. 
j) Keharuan/memiliki perasaan kasihan : yaitu mempunyai kepedulian agar orang 
lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung. 
k) Patriotism : memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional 
l) Keteguhanhati : kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati 
menuntutnya. 
m) Toleran terhadap ketidakpastian : yaitu kemampuan untuk menerima ketidak 
pastian yang muncul, karena ketidak cukupan pengetahuan atau pemahaman 
tentang isu-isu yang komplek atau tentang ketegangan antara nilai-nilai 












5) Mengembangkan fungsi demokrasi konsttusional yang sehat 
Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara  
damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak 
adil dan bijaksana, yang termasuk dalam karater ini antara lain : 
a) Sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik 
b) Melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional 
c) Memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik 
dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan apabila terhadap kekurangannya. 
Jadi karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan mencakup komponen 
pokok yang terdiri dari civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), civic 
skills (ketrampilan kewarganegaraan), dan civiv depositions (karakter 
kewarganegaraan). Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) merupakan 
materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan 
yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai 
warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem poitik dan pemerintahan, nilai-
nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerja sama untuk mewujudkan 
kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat 
internasional. Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) merupakan keterampilan yang 
dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh 
menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-





(keterampilan intelektual) dan participation skills (keterampilan partisipasi). Karakter 
kewarganegaraan (civic dispositions) merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap 
warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik 
yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum. 
3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik warga negara yang 
baik, yakni sebagai berikut :  
a. Peka terhadap informasi baru yang dijadikan pengetahuan dalam 
kehidupannya. 
b. Warga negara yang berketerampilan: peka dalam menyerap informasi, 
mengorganisasi dan menggunakan informasi, dan membina pola hubungan 
interpersonal dan partisipasi sosial. 
c. Warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, yang 
diisyaratkan dalam membangun  suatu tatan masyarakat yang demokratis dan 
beradab, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang 
demokratis yang meliputi: 
1) Rasa hormat dan tanggungjawab  terhadap sesama warga terutama dalam 
konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai 
etnis, suku, ras, keyakinan agama, dan ideologi politik. Selain itu, sebagai 
warga negara yang demokrat, seorang warga negara juga dituntut untuk turut 
bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antara etnis serta 
keteraturan dan ketertiban negara yang berdiri di atas pluralitas tersebut.  
2) Bersikap kritis terhadap keyakinan empiris (realitas sosial, budaya, dan 
politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi, 
kepercayaan). Sikap kritis yang harus ditujukan pada diri sendiri. Sikap kritis 
pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. 
Tentu saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggungjawab 
terhadap apa yang dikritik.  
3) Membuka diskusi dan dialog yakni perbedaan dan pandangan serta perilaku 
merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di tengah komunitas warga 
negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multietnik. 
Untuk meminimalisasi konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut, 
maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu 
solusi yang digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk dialog dan 





4) Bersikap terbuka yang merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan 
sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang mungkin 
asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan 
keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak 
secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan.  
5) Rasional yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara 
bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Keputusan-
keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis 
yang ditampilkan oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang 
diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan 
oleh warga negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil  secara tidak 
rasional akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois. Masalah-
masalah yang terjadi di lingkungan warga negara, baik persoalan politik, 
sosial, budaya, dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dengan keputusan-
keputusan yang rasional.  
6) Adil adalah menempatkan sesuatu secara proporsional. Tidak ada tujuan baik 
yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak adil. Penggunaan cara-
cara yang tidak adil adalah bentuk pelanggaran hak asasi dari orang yang 
diperlakukan tidak adil. Dengan semangat keadilan , maka tujuan-tujuan 
bersama bukanlah suatu yang didiktekan tetapi ditawarkan. Mayoritas suara 
bukanlah ditur tetapi diperoleh.  
7) Jujur yaitu memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan 
suatu yang niscaya. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan 
diri keharmonisan hubungan antar warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan 
di segala sektor, baik politik, sosial, dan sebagainya 
(http://Lpmpjogja.diknas.go.id). 
 
Menurut Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 
Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk 
peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk 
wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap 
hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, 





ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. 
Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaran menurut Badan Standar 
Nasional Pendidikan (2006: 217), agar peserta didik memiliki kemampuan 
sebagai berikut: 
1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 
2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara 
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan 
pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan 
bangsa-bangsa lainnya. 
4) Berinteraksi secara langsung dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan 
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi. 
 
Jadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga 
Negara yang baik, yang memiliki karakter antara lain memiliki rasa kesadaran 
sebagai warga negara, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, dan 
berpartisipasi terhadap pembangunan. 
4. Kompetensi dari Pendidikan Kewarganegaraan 
Menurut E. Kus Eddy Sartono (2000: 12), kompetensi adalah 
seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh 
seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas 
dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah 
menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah dimilikinya seperangkat 





berhubungan dengan negara serta mampu turut serta dalam memecahkan 
berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan 
profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam 
kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat 
tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai 
agama, moral, etika, dan budaya.  
Kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik setelah 
menempuh Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan pasal 1 ayat 4, bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam 
penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 
Standar kompetensi lulusan mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan meliputi: 
a. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional dan 
tindakan anti korupsi. 
c. Menganalisis pola-pola pada partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan 
serta penegakan Hak Asasi Manusia baik di Indonesia maupun di luar negeri. 
d. Menganalisis peran dan hak warga Negara dan sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
e. Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan Negara, 
keterbukaan dan keadilan di Indonesia. 
f. Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional 
g. Mengevalusi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan 





h. Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, 
regional dan kerjasama global lainnya. 
i. Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, 
dan mahkamsh internasional (PP No 19 Tahun 2005). 
 
Standar Kompetensi kelompok Mata Pelajaran dikembangkan 
berdasarkan tujuan dan cakupan muatan, dan kegiatan setiap kelompok mata 
pelajaran, di mana untuk kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan 
kepribadian bertujuan membentuk peserta  didik menjadi manusia yang memiliki 
rasa kebangsaan dan cinta tanah air.  
Jadi kompetensi yang harus dimiliki melalui Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah warganegara mampu memahami, menganalisis, serta 
menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara 
secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dalam 
rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga negara yang tahu hak dan 
kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni, namun tidak kehilangan 
jati diri (tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya). 
5. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaanegaraan 
Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana 
diatur di dalam lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar 
Isi meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
a. Persatuan dan kesatuan bangsa meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, 
cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam 
pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik 





b. Norma, hukum, dan peraturan meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, 
tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-
peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 
c. Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 
anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 
penghormatan dan perlindungan HAM. 
d. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai 
warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 
pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan 
kedudukan warga negara. 
e. Konstitusi Negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di indonesia, 
hubungan dasar negara dengan konstitusi. 
f. Kekuasan dan Politik meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, 
pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem 
politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, 
sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 
g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 
negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi 
terbuka. 
h. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri 
indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan 
organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. 
 
C. Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan 
 
1. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran 
Menurut Mulyasa (2006: 255) pembelajaran pada hakekatnya adalah 
proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi 
perubahan kearah yang lebih baik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi 
dalam interaksi tersebut, baik faktor internal yang datang dari dalam diri 





yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan 
agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dari peserta didik.  
Pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 
tentang Standar Isi merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti dan kegiatan penutup. 
Jadi pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan 
pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran/pembelajaran/ 
pemelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan 
sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pembelajaran sebagai 
operasionalisasi dari sebuah kurikulum. 
2. Kegiatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
Menurut Mulyasa (2006: 255-258) pelaksanaan pembelajaran berbasis 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup tiga hal, yaitu: 
a. Pre Tes (tes awal) 
Pre tes memiliki banyak kegunaan dalam menjajaki proses 
pembelajaran yang akan dilaksanakan, karena itu pre tes memegang peranan 








Fungsi pre tes antara lain: 
1) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pre 
tes maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka 
kerjakan. 
2) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan 
proses pembelajaran yang dilakukan. 
3) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki oleh peserta didik 
mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses 
pembelajaran. 
4) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, 
kompetensi dasar yang mana yang telah dikuasai peserta didik, serta 
kompetensi dasar mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian 
khusus. 
b. Pembentukan Kompetensi 
Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan 
proses pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk pada peserta 
didik, dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses 
pembentukkan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik 
terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. 
Kualitas pembentukkan kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan 





berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian 
besar (75%) peserta didik terlibat aktif, baik mental, fisik maupun sosial dalam 
proses pembentukkan kompetensi dasar. Kemudian dari segi hasil, proses 
pembentukkan kompetensi dapat dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan 
perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya 
sebagian besar (75%) sesuai dengan kompetensi dasar. 
Proses pembentukkan kompetensi dapat dikatakan berhasil dan 
berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan 
bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan 
pembangunan. 
c. Post Tes 
Pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post tes yang memiliki 
banyak kegunaan, terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran dan 
pembentukkan kompetensi. 
Fungsi post tes antara lain: 
1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didk terhadap kompetensi 
yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. 
2) Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh 





3) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial, 
dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui 
tingkat kesulitan belajar yang dihadapi. 
4) Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan 
pembelajaran dan pembentukkan kompetensi yang telah dilaksanakan, baik 
terhadap perncanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. 
Menurut Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 
pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti dan kegiatan penutup. 
a. Kegiatan Pendahuluan  
Guru dalam kegiatan pendahuluan, antara lain: 
1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari 
3) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 
4) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
b. Kegiatan Inti  
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 





menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik.  
Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.  
1) Eksplorasi  
Eksplorasi adalah kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk membuat 
rencana untuk membangun pengetahuan dasar siswa. Guru dalam kegiatan 
eksplorasi,: 
a) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 
topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 
takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. 
b) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 
sumber belajar lain. 
c) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik 
dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 
d) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 






2) Elaborasi  
Elaborasi adalah kegiatan inti pembelajaran. Guru dalam kegiatan 
elaborasi : 
a) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas tertentu yang bermakna. 
b) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. 
c) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa takut. 
d) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. 
e) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 
prestasi belajar. 
f) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik 
lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok. 
g) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 
kelompok. 
h) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 
produk yang dihasilkan. 
i) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 






3) Konfirmasi  
Konfirmasi merupakan tahap akhir dari pembelajaran. Pada bagian ini 
guru memberikan feedback terhadap para peserta didik. Kegiatan konfirmasi, 
guru: 
a) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 
b) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 
melalui berbagai sumber. 
c) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan. 
d) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 
dalam mencapai kompetensi dasar: berfungsi sebagai narasumber dan fasilita-
tor dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, 
dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar, membantu menyelesaikan 
masalah, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh dan  









c. Kegiatan Penutup  
Guru dalam kegiatan penutup: 
1) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
3) umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 
5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
Jadi kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 
(eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan penutup. 
 
D. Kerangka Pikir 
Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan merupakan kegiatan paling 
awal dari keseluruhan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pelaksanaan yang 
merupakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan silabus dan rencana 





pelajaran. Kemudian evaluasi di mana siswa dinilai sesuai dengan standar 
nasional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikimotorik.  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada hakekatnya merupakan 
perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa 
yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam 
kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengoordinasikan 
komponen-komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, 
indikator hasil belajar, dan penilaian berbasis kelas. 
Pelaksanaan pembelajaran bedasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 
merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan 
pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 
Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 
dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik. 
Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam interaksi tersebut, baik faktor 
internal yang datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang 
datang dari lingkungan. Terkait dengan pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran maupun pelaksanaannya di dalam pembelajaran, diduga para guru 





Untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik perlu adanya 
peningkatan/pengembangan komponen-komponen tersebut, sehingga penting 
sekali untuk dilakukan penelitian terhadap hambatan guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. Untuk lebih jelasnya 

























































E. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan  kajian teoritik dan kerangka berpikir di atas, dapat diajukan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ? 
2. Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat ? 
3. Upaya apa saja yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-








A. Jenis Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi 
Arikunto (1998: 25) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui keadaan sesuatu mengenal apa dan bagaimana, seberapa banyak, 
sejauh mana dan sebagainya. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalah 
diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subyek atau obyek 
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data (Hadari 
Nawawi, 2002: 63). Penelitian deskriptif ini dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif.  
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan bulan April 2012 sampai Juni 2011 di SMA 
se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat, yaitu SMA N 1 Godean, SMA N 1 
Minggir, SMA N 1 Seyegan, SMA Budi Mulia Minggir, SMA N 1 Gamping, dan 






C. Penentuan Subyek Penelitian 
 Menurut Suharsimi Arikunto, (2002:66), subyek dalam penelitian adalah 
benda, keadaan, atau orang tempat data melekat dan di permasalahkan. Subyek 
penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Penentuan subyek 
penelitian tersebut menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 
digunakan untuk memilih guru sebagai sumber data berdasarkan alasan tertentu. 
Alasan yang digunakan adalah bahwa orang tersebut yang dianggap paling tahu 
tentang apa yang diharapkan atau dapat memudahkan peneliti menjelajahi 
obyek/ situasi yang diteliti. 
Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang karena posisinya 
memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai data-data yang 
dibutuhkan oleh peneliti. Subyek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan 
Kewarganegaraan SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat, yaitu: SMA N 1 
Godean, SMA N 1 Minggir, SMA N 1 Seyegan, SMA Budi Mulia Minggir, 
SMA N 1 Gamping, dan SMA Islam 1 Gamping. Daftar nama sekolah dan 










Tabel 2. Nama Sekolah dan Nama Guru 
No. Nama Sekolah Nama Guru 
1. SMA Budi Mulia Minggir Drs. H.Y. Suparlan (SPL) 
2. 
 
SMA Negeri I Seyegan 
 
Drs. Subarno (SBN) 
Sunaryo, S.Pd. (SNY) 
3. 
 
SMA Negeri I Minggir Drs. Zainal Makmur (ZNM) 
Dra. Sukapti (SKT) 
4. 
 
SMA Islam 1 Gamping 
 
Drs. Kaswadi (KWD) 
Siti Hidayati, BA. (STH) 
5 SMA Negeri I Godean 
 
Erni  Widiarti. S.H. (ENW) 
Drs. Widyatmono (WDM) 
6. SMA Negeri 1 Gamping Dra. Titik Rusbiwati (TTR) 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga 
metode yaitu : 
1. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban 
responden dicatat atau direkam (M. Iqbal Hasan, 2002: 85). Bentuk komunikasi 
antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 
seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 
tertentu (Deddy Mulyana, 2004: 180). Percakapan dilakukan oleh dua pihak 
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut 





Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara tak terstruktur yang dilaksanakan menggunakan petunjuk umum 
wawancara (pedoman wawancara) yang hanya memuat garis besar yang akan 
ditanyakan. Responden terdiri dari mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya 
yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan 
mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan (Lexy J. Moleong, 2006: 
191). 
Metode ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari 
subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab, sehingga dapat mengetahui 
apa saja hambatan guru Pendidikan Kewarganegaran dalam mengembangkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
Kurikuum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah 
Barat dan apa saja solusi yang dilakukan oleh guru tersebut dalam mengatasi 
hambatan-hambatan yang dihadapinya. 
2. Dokumentasi 
Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan 
data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui 
dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, 
laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen 
lainnya (M. Iqbal Hasan, 2002: 87). Metode ini digunakan untuk memperoleh 





Pelaksanaan Pembelajaran, program tahunan, program semester, rincian minggu 
efektif, dan lain-lainnya yang tercantum dalam perangkat pembelajaran. Dari 
data tersebut dapat diketahiu apakah ada hambatan bagi guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
mereka. 
3. Observasi 
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 
sistematis terhadap gejala  yang tampak pada obyek penelitian (Hadari Nawawi, 
2001 : 193). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 
penelitian terkait dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 
bila responden yang diambil tidak terlalu besar. 
Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 
dibedakan menjadi participant observation  (observasi berperan serta) dan non 
participant observation (observasi non partisipasi). Selanjutnya dari segi 
instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi 
observasi terstruktur, dan tidak terstruktur. Observasi yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah observasi non partisipasi dan observasi terstruktur. 
Observasi non partisipasi, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 
pengamat independen. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah 





tempatnya. Jadi observasi tertentu dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan 
pasti tentang variabel apa yang diamati. 
Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran di kelas. Apakah sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Proses pelaksanaan pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran, 
pencapaian materi, penggunaan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 
peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi 
dan konfirmasi, media dan evaluasi. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja 
hmbatan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara disusun sebagai media untuk menelusuri lebih 
lanjut tentang hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui dokumentasi dan juga 
untuk menguatkan apa yang ada dalam dokumen. Selain itu juga memudahkan 
peneliti melakukan tanya jawab tentang hambatan guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 






Wawancara ini dilakukan guna mengetahui hambatan-hambatan apa 
saja yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah 
Barat dan bagaimana upaya yang dilakukan guru tersebut dalam mengatasi 
hambatan-hambatan yang terjadi. 
2. Pedoman Observasi 
Pedoman observasi ini sebagai media untuk menguatkan apa yang ada 
dalam wawancara. Dalam observasi, indra manusia terbatas kemampuannya 
untuk dapat mengamati segala macam gejala yang dihadapi. Oleh karena itu 
dalam mengadakan observasi sebaiknya peneliti mempunyai konsep lebih dulu. 
Konsep tersebut tentang hal-hal apa saja yang diperlukan untuk diamati bagian-
bagian mana yang diperlukan, seberapa banyak yang dibutuhkan.  
Observasi ini dilakukan untuk memperoleh bagaimana proses 
pelaksanaan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 
pembelajaran, yang berupa tujuan pembelajaran, pemahanan siswa terhadap 
materi ajar, metode pembelajaran, eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, dan 
evaluasi. Selain itu juga untuk mengetahuai hambatan-hambatan guru selama 







F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah, maka dari data-data yang ada terlebih dahulu dilakukan teknik 
pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik 
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsaan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data tersebut ( Lexy J. Moelong, 2006: 330). 
Sub-teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2010: 274), triangulasi teknik untuk 
menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 
yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 
wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila 
dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 
berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 
yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap 
benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 
Jadi pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan isi suatu 







G. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif, yaitu penarikan 
kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa 
yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat-
sifat umum (Sustrino Hadi, 1997: 42). Adapun langkah-langkah dalam 
melakukan analisis data adalah sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan 
penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang 
dihasilkan dari dokumen dan wawancara merupakan data yang masih 
kompleks. Peneliti melakukan pemilihan data yang sesuai atau relevan dan 
bermakna dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai hambatan yang 
dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat. Untuk itu data yang dihasilkan harus disederhanakan 
kemudian dicari makna yang mendasar. 
2. Unitisasi dan Kategorisasi 
Data yang telah disederhanakan kemudian disusun secara sistematis ke 
dalam unit dengan sifatnya masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal 





Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. Unit-unit 
yang telah terkumpul kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai kategori 
yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil 
penelitian. 
3. Display Data  
Display data adalah penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang 
sesuai. Tahap ini mempunyai tujuan untuk memberi kemudahan dalam 
mengkonstruksikan, menginterprestasikan dan menyimpulkan data yang telah 
dipilih. Bentuk penyajian laporannya adalah deskriptif analitik dan logis 
karena penyajian laporan ini berusaha mengarah pada kesimpulan. 
Data yang dihasilkan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai 
hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat. 
4. Kesimpulan dan Verifikasi Data 
Data yang telah diproses kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan 
menggunakan metode induktif. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan 





diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara melihat kembali pada 
reduksi data maupun pada display data, sehingga kesimpulan yang diambil 
tidak menyimpang dari permasalahan penelitian yang mencakup hambatan 
yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran 
berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Hasil penelitian ini berupa gambaran umum, deskripsi data, dan pembahasan 
hambatan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se Kabupaten Sleman Barat, dan upaya-upaya 
apa saja yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi 
hambatan tersebut untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di 
SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat. 
 
A. Gambaran Umum  
1. SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat 
a. SMA Negeri I Seyegan 
SMA Negeri 1 Seyegan sebuah sekolah yang terletak di daerah pinggiran 
Kota Yogyakarta, tepatnya di wilayah Sleman bagian barat, beralamat di Desa 
Tegal Gentan Margoagung Seyegan Sleman, yang menempati areal tanah seluas 




Dari tingkat kepercayaan pemerintah/akreditasi sekolah, sejak tahun 2004 
sampai sekarang berpredikat A. Pada perkembangan selanjutnya oleh lembaga 
penjaminan mutu / LPMP DIY pada awal tahun 2011 SMA Negeri 1 Seyegan 
ditunjuk dan ditetapkan sebagai sekolah Model Penjaminan Mutu. untuk tingkat 
SMA bersama–sama dengan SMA N 1 Pleret.  
b. SMA Negeri I Minggir 
 SMA Negeri 1 Minggir diresmikan pada tanggal 27 April 1993 oleh Drs. 
Soetopo Sahib (Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) saat itu. 
Status menjadi sekolah negeri diberikan pada tanggal 5 Oktober 1993 dan 
tanggal ini dijadikan sebagai tanggal ulang tahun SMA Negeri 1 Minggir. 
 Pertama kali SMA Negeri 1 Minggir meluluskan siswa sebagai alumni 
dari tahun 1996. Jika dihitung dari tahun 1996 sampai 2010 ini SMA Negeri 1 
Minggir sudah meluluskan sebanyak lima belas kali kelulusan. Untuk mampu 
bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain maka SMA Negeri 1 Minggir telah 
memiliki Akreditasi A sejak tahun 2007. Sebagai sekolah yang berpotensi tinggi 
untuk memajukan bangsa indonesia ini maka SMA Negeri 1 Minggir berusaha 
untuk menjadikan sekolah yang masuk dalam SSN (Sekolah Standar Nasional), 
dan pada akhirnya SMA Negeri 1 Minggir telah ditetapkan sebagai Sekolah 





c. SMA Negeri I Godean 
SMA N 1 Godean berdiri pada tanggal 22 Desember 1986 yang 
beralamat di Jl. Sidokarto No. 5 Godean, Sleman, Yogyakarta seluas ± 9865 m. 
Lembaga pendidikan tersebut disahkan berdasarkan SK dari Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan No. 0087/0/1986 tanggal 22 Desember 1986. 
d. SMA Negeri 1 Gamping 
SMA Negeri 1 Gamping, Sleman berdiri tahun 1992 dan langsung 
menerima siswa baru, ketika itu masih berafiliasi dengan SMA Negeri 1 Godean. 
Setahun kemudian, pada tahun 1993 resmi menjadi sekolah negeri dengan nama 
SMA Negeri 1 Gamping, Sleman yang beralamat di Tegalyoso, Banyuraden, 
Gamping, Sleman. SMA Negeri 1 Gamping mempunyai luas lahan kira-kira 0.8 
ha. 
e. SMA Budi Mulia Minggir 
SMA Budi Mulia pada mulanya merupakan Sekolah Pendidikan Guru 
(SPG) yang diselenggarakan oleh Yayasan Budi Mulia. Karena kebijakan 
pemerintah mulai tahun 1995 SPG Budi Mulia beralih fungsi menjadi SMA Budi 
Mulia. Sejak tahun 1996 SMA Budi Mulia diserahkan kepada Yayasan 
Winayaka Yogyakarta sebagai pengelola SMA Budi Mulia sampai saat ini. SMA 
Budi Mulia Sleman beralamat di Jl. Kebonagung Km. 24, Sendangagung, 




f. SMA Islam 1 Gamping 
Sekolah ini didirikan tahun 1962 dengan nama SMA HMI (Himpunan 
Mahasiswa Islam). HMI merupakan sebuah organisasi terbesar dan tertua 
yang dahulu telah memiliki beberapa sekolah lanjutan tingkat atas.  
Pada saat SMA Islam berkembang pesat dan maju, khususnya SMA 
Islam 1 Gamping, yang berlokasi di desa Pelemgurih, kecamatan Gamping, 
Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang sebelumnya dinamakan Kampung 
Harjoniwatan, Yogyakarta telah berkembang dengan pesatnya dan kini 
mempunyai gedung sendiri.  
2. Profil Guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat 
Guru Pendidikan Kewarganegaraan dari SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang 
berasal dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut dapat dilihat 
pada uraian berikut : 






1. SMA Budi Mulia Minggir SPL PKn 
2. 
 


















6. SMA Negeri 1 Gamping TTR PKn 
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B. Deskripsi Data 
Hasil penelitian mengenai hambatan guru pendidikan kewarganegaraan 
dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang diperoleh melalui observasi, wawancara 
dan dokumentasi dapat dideskripsikan sebagai berikut :  
1. Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
a. Sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat dapat dilihat dalam hasil dokumentasi 
sebagai berikut : 
Tabel 4. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Komponen Nama Guru 
ERW SKP STH TTR SBN KWD SNY SPL WDM ZNM 
Identitas Mata 
Pelajaran 
Ada ada Ada ada ada Ada ada ada ada ada 
Standar 
Kompetensi 
Ada ada Ada ada ada Ada ada ada ada ada 
Kompetensi 
Dasar 




Ada ada Ada ada ada Ada ada ada ada ada 
Materi Ajar Ada ada Ada ada ada Ada ada tidak ada ada 
Alokasi Waktu Ada ada Ada ada ada Ada ada ada ada ada 
Metode 
Pembelajaran 
Ada ada Ada ada ada Ada ada ada ada ada 
Kegiatan 
Pembelajaran 





Ada ada Ada ada ada Ada ada ada ada ada 
Sumber 
Belajar 
Ada ada Ada ada ada Ada ada ada ada ada 
  
Menurut Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, 
sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut : 
1) Identitas mata pelajaran 
2) Standar kompetensi  
3) Kompetensi dasar  
4) Indikator pencapaian kompetensi  
5) Tujuan pembelajaran  
6) Materi ajar  
7) Alokasi waktu  
8) Metode pembelajaran  
9) Kegiatan pembelajaran  
10) Penilaian hasil belajar  
11) Sumber belajar  
 
Berdasarkan hasil dokumentasi tentang sistematika Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dari guru-guru SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat sudah mengacu pada Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang 
Standar Proses, sehingga sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
telah sesuai dengan yang ada di dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007. Hal 
ini juga dikarenakan mereka memggunakan sistematika yang diterapkan oleh 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang berpedoman pada Permendiknas No 





b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, guru 
berpedoman pada model Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan yang dibuat 
semua guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran, bahkan ada guru yang 
langsung menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan dengan mengisi 
kolom-kolom yang sudah disediakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran. 
 Hasil penelitian melalui wawancara dengan respoden guru 
pendidikan kewarganegaraan mengenai penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dapat 
disajikan sebagai berikut: 
Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan mengemukakan bahwa menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, disesuaikan 
dengan silabus, pertama-tama mengambil satu unit pembelajaran yang akan 
diterapkan dalam pembelajaran, kemudian menulis standar kompetensi dan 
kompetensi dasar yang terdapat dalam unit tersebut yang di ambil dari silabus, 
menentukan  indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, 
menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator 
tersebut, merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam 
pembelajaran tersebut, menentukan materi pembelajaran yang akan 
89 
 
diberikan/dikenakan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah dirumuskan, memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat 
materi dan tujuan pembelajaran, dan menyusun langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran pada setiap satuan rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa 
dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 (dua)  
jam pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih 
dari satu pertemuan, di mana pembagian setiap jam pertemuan bisa 
didasarkan pada satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi 
pembelajaran. Setelah itu menyebutkan sumber/media belajar yang akan 
digunakan dalam pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit 
pertemuan dan menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen 
penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi 
dasar atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.  
Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan mengemukakan bahwa menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran yaitu menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 
diambil dari silabus, kemudian merumuskan  indikator untuk mencapai 
kompetensi dasar tersebut, menentukan alokasi waktu yang diperlukan, 
merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran yang 
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akan diajarkan kepada siswa, memilih metode pembelajaran, dan menyusun 
langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang bisa dikelompokkan menjadi 
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah itu menyebutkan 
sumber/media belajar dan menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh 
instrumen penilaian yang akan digunakan baik itu tes maupun non tes. 
Menurut narasumber lainnya seperti narasumber STH dalam 
wawancara pada tanggal 19 Mei 2011, narasumber TTR dalam wawancara 
pada tanggal 31 Mei 2011, narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 
14 Mei 2011, narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011, 
narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011, narasumber 
SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011, narasumber WDM dalam 
wawancara pada tanggal 24 Mei 2011, dan narasumber ZNM dalam 
wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang terkait dengan penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran pendidikan 
kewarganegaraan sama dalam melaksanakan langkah-langkah penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut.  
Sedangkan bagaimana penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah 





Tabel 5. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ERW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
SKP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
STH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
TTR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
SBN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
KWD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
SNY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
SPL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
WDM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ZNM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
Keterangan : 
1) Mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam 
pembelajaran. 
2) Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam 
unit tersebut. 
3) Menentukan  indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. 
4) Menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator 
tersebut. 
5) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam 
pembelajaran tersebut. 
6) Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan kepada 
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 
7) Memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan 
tujuan pembelajaran. 
8) Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan 
rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi 
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
9) Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 
(dua)  jam pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran 
menjadi lebih dari satu pertemuan. Pembagian setiap jam pertemuan bisa 
didasarkan pada satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi 
pembelajaran. 
10) Menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam 
pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan. 
11) Menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian 
yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar 




Berdasarkan dokumentasi yang penulis lihat pada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat, diketahui bahwa : 
1) SMA N I Minggir  
a) Narasumber SKP telah memasukan civics knowledge dalam penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hal tersebut terlihat dari komponen 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran materi pembelajaran yang telah 
mencakup materi substansi yang telah diketahui oleh warga negara. 
Narasummber SKP juga telah memasukkan komponen civics skill dalam 
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 
komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran metode pembelajaran yaitu 
diskusi yang secara lebih lanjut dijabarkan dalam komponen langkah-langkah 
pembelajaran. Metode pembelajaran diskusi memuat civics skill yaitu 
intelectual skill (ktrampilan intelektual) yaitu berpikir kritis dan participation 
skill (ktrampilan partisipasi). Pada komponen indikator Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran juga telah memuat unsur keterampilan intelektual warga negara 
yaitu mengidentifikasikan dan menggambarkan. Selain itu dalam penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga telah memuat unsur keterampilan 
partisipasi warga negara yaitu berinteraksi yang terlihat dalam komponen 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran metode pembelajaran yaitu diskusi. 
Namun narasumber SKP tidak memasukkan civics depositions (karakter 
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kewarganegaraan). Hal ini terlihat dari tidak adanya komponen karakter yang 
harus dimunculkan dalam pembelajaran. Selain itu komponen indikator dan 
tujuan pembelajarannya tidak mencakup pembentukan sikap. Pada komponen 
penilaian, narasumber SKP juga tidak menyantumkan penilaian afektif. 
b) Narasumber ZNM sudah memasukan civics knowledge (pengetahuan 
kewarganegaraan) dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Hal tersebut dapat terlihat dalam komponen materi pembelajarannya yang 
telah mencakup materi subtansi yang harus diketahui oleh warga Negara. 
Selain itu narasumber ZNM juga telah memasukkan civics skills dalam 
penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal tersebut terlihat dalam 
komponen life skill dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya. Pada 
komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran metode pembelajaran juga 
terlihat bahwa narasumber ZNM juga memasukkan civics skills dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang mencakup intelektual skill yaitu 
ktrampilan berpikir kritis. Metode pembelajaran tersebut adalah tanya jawab 
atau berpikir kritis, pemberian tugas, discoveri dengan studi pustaka, dan 
presentasi. Selain itu dalam komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan 
langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada kegiatan inti juga terlihat bahwa 
narasumber ZNM telah memasukkan intelektual skill yaitu dengan meminta 
siswa melakukan tanya jawab, presentasi, dan penyimpulan hasil discoveri. 
Pada  keterampilan intelektual juga dapat dilihat pada komponen Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Komponen indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber ZNM 
telah mencakup unsur keterampilan intelektual warga negara yaitu 
mengidentifikasikan. Selain itu narasumber ZNM juga memasukkan civics 
skill yaitu participation skill (ktrampilan partisipasi) yaitu dengan 
menggunakan metode pembelajaran diskusi dan kerja kelompok. Narasumber 
ZNM juga telah memasukkan unsur keterampilan partisipasi warga negara 
yaitu berinteraksi terhadap objek-objek yang berkaitan dengan masalah publik 
dengan bertanya jawab dan diskusi. Narasumber ZNM juga memasukkan 
civics depositions dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hal 
tersebut dapat dilihat dari komponen indikator. Komponen indikator yaitu 
agar siswa menunjukan perilaku atau sikap dan berperan aktif dalam 
berpolitik. Walaupun begitu narasumbar ZNM tidak mencantumkan 
komponen karakter yang harus dimunculkan dalam pembelajaran. Namun 
dalam komponen penilaian narasumber ZNM telah memasukan penilaian 
afektif 
2) SMA N 1 Godean  
Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber 
ERW telah mencantumkan civics kowledge, yang dapat dilihat dalam 
komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran materi pembelajaran yang 
telah mencakup materi subtansi yang harus diketahui oleh warga negara. 
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Narasumber ERW juga telah memasukan civics skills, hal tersebut terlihat dari 
komponen metode pembelajaran yaitu kerja mandiri, eksplorasi, diskusi, dan 
presentasi yang secara lebih lanjut dijelaskan dalam langkah-langkah 
pembelajaran. Metode pembelajaran tersebut telah mencakup civics skills 
yaitu intelectual skill (ktrampilan intelektual) yaitu berpikir kritis dengan 
metode kerja mandiri, eksplorasi, dan presentasi. Selain itu metode diskusi 
yang terlihat dalam komponen metode pembelajaran narasumber ERW juga 
telah mencakup civics skills yaitu partisipation skill (keterampilan 
partisipasi). Pada indikator Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga telah 
mencakup unsur keterampilan intelektual yaitu menjelaskan, mengidentifikasi 
dan menggambarkan. Metode pembelajaran diskusi juga telah mengandung 
unsur keterampilan partisipasi warga negara yaitu berinteraksi. Narasumber 
ERW juga telah memasukan civics depositions, hal ini terlihat dalam 
komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran langkah-langkah pembelajaran 
yaitu pada kegiatan inti terdapat karakter yang diinginkan oleh guru dalam 
pembelajaran. Selain itu dalam penilaian guru narasumber ERW juga telah 
mencantumkan penilaian afektif. Hal ini juga sama dengan penyusunan yang 
dilakukan oleh narasumber WDM yang menggunakan pedoman yang sama. 
3) SMA N 1 Seyegan 
Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber 
SNY telah memasukan civics knowledge, hal tersebut terlihat pada komponen 
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indikator dan tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu agar siswa 
dapat mengetahui materi-materi subtansi yang harus diketahui warga negara. 
Hal ini juga terlihat pada materi pembelajarannya yang sudah mencakup 
pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan. Pada penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran juga telah memasukkan civics skills, hal tersebut 
terlihat dari metode yang digunakan oleh narasumber SNY berupa eksplorasi, 
diskusi dan presentasi. Secara lebih lanjut juga terlihat dalam komponen 
langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti yaitu siswa menjawab 
pertanyaan yang diajukan guru, menguraikan materi dan menbuat kesimpulan. 
Pada berbagai metode tersebut guru mengembangkan keterampilan dari 
pengetahuan kewarganegaraan, sehingga siswa dapat memanfaatkannya untuk 
mengatasi maslah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Dengan metode tersebut narasumber SNY juga telah memberikan ketrampilan 
kewarganegaraan termasuk intelectual skill (ketrampilan intelektual) meliputi 
ketrampilan berpikir kritis, di mana siswa menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru, menguraikan, dan membuat kesimpulan materi. Namun 
narasumber SNY tidak memasukkan civics depositions dalam penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya 
komponen nilai-nilai karakter yang dimunculkan dalam pembelajaran. Selain 
itu tidak ada point pembentukan sikap dalam indikator dan tujuan 
pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanaan oleh guru. 
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Walaupun begitu dalam penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
terdapat kriteria penilaian afektif. Hal ini juga sama dengan penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber SBN karena narasumber 
SBN menggunakan Rencana Pelaksanaan yang sama dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran narasumber SNY. 
4) SMA  Islam 1 Gamping 
Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber 
KWD telah memasukkan civics knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) 
yaitu pada komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran materi 
pembelajaran. Materi-materi pembelajaran yang tercantum pada narasumber 
KWD telah mengandung materi subtansi yang harus diketahui oleh warga 
negara sesuai dengan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Narasumber 
KWD juga telah memasukkan civics skills. Hal tersebut dapat dilihat dari 
metode pembelajaran yang digunakan oleh narasumber KWD yaitu diskusi, 
latihan dan penugasan. Selain itu hal tersebut juga dapat dilihat dari 
komponen langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti di mana guru 
menugaskan siswa untuk memberikan contoh terhadap materi yang diberikan 
dan menganalisis materi yang sudah diberikan. Semua itu menunjukkan 
bahwa narasumber KWD telah memasukkan ketrampilan kewarganegaraan 
dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga siswa dapat 
memanfaatkannya untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara. Civics skills yang tercakup dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran narasumber KWD menggandung intelectual skill 
(ketrampilan intelektual) yang mencakup ketrampilan berpikir kritis yaitu 
ketrampilan mencontohkan dan menganalisis yang terkait dengan masalah-
maslah publik. Metode yang digunakan narasumber KWD juga 
mengembangkan dan menerapkan cara berpikir kritis, rasional, dan kreatif 
untuk mendukung kompetensi dasar. Selain itu dalam penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran narasumber KWD juga menyantumkan civics skills 
yang mencakup ketrampilan partisipasi (partisipation skill) meliputi 
berinteraksi yang terlihat dalam metode yang digunakan oleh narasumber 
KWD yaitu diskusi dan penugasan. Narasumber KWD juga sudah 
mencantumkan civics depositions (karakter kewarganegaraan) dalam 
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat 
dari komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran indikator dan tujuan 
pembelajaran, narasumber KWD yaitu menginginkan agar siswa dapat 
memiliki sikap-sikap warga Negara yang medukung efektivitas partisipasi 
politik. Hal ini juga sama dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran yang dibuat oleh narasumber STH, di mana mereka 





5) SMA N 1 Gamping 
Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber 
TTR telah memasukan civics knowledge, yang terlihat dari komponen 
Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya yaitu materi pembelajaran yang 
mengandung materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. 
Narasumber TTR juga telah memasukan civics skills yang dapat dilihat di 
dalam metode pembelajaran yang sudah tercantum intellectual skill 
(ketrampilan intelektual) dengan berpikir kritis dan participation skill 
(ketrampilan partisipasi). Di mana di dalam metode pembelajarannya terdapat 
tanya jawab, presentasi, penugasan, dan diskusi. Begitu juga dalam di dalam 
unsure civics skills juga mencakup intellectual skill dan participation skill 
yang terdapat dalam indikator, tujuan, dam metode pembelajarannya. Namun 
narasumber TTR tidak memasukkan civics depositions dalam penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hal tersebut terlihat dari tidak adanya 
komponen nilai-nilai karakter yang dimunculkan dalam pembelajaran. 
6) SMA Budi Mulia Minggir 
Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran narasumber SPL 
telah memasukkan civics knowledge terlihat dari indikator dan tujuan 
pembelajarannya yang menginginkan agar siswa memiliki materi substansi 
yang harus diketahui oleh warga negara. Narasumber SPL juga telah 
memasukkan civics skill, hal tersebut terlihat pada metode pembelajarannya 
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yaitu diskusi yang kemudian secara lebih lanjut dijelaskan dalam langkah-
langkah pembelajaran. Metode diskusi ini telah mencakup unsur ketrampilan 
partisipasi yaitu berinteraksi. Selain itu ketrampilan kewarganegaraan dapat 
dilihat dari indikator dan tujuan pembelajaran yang telah memuat unsur 
ketrampilan intelektual yaitu menganalisis dan menggambarkan. Narasumber 
SPL juga telah memasukkan civics depositions, yang dapat dilihat dari 
langkah-langkah pembelajaran yaitu pada kolom aspek karakter yang 
dikembangkan. 
Berdasarkan dokumentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tentang 
proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi di dalam kegiatan inti 
pembelajaran, dapat diketahui bahwa semua Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran tidak mencantumkan proses eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, sebagai berikut : 
Menurut narasumber ERW, hal tersebut dikarenakan guru kurang 
paham tentang proses ekplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, di mana mereka 
masih berpikir komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran seperti yang 
tercantum di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian menurut 
narasumbet SNY bahwa eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi sudah 
terinternalisasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran di Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Jadi intinya sudah ada meskipun tidak tercantum secara 
langsung eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi di dalam Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran. Hampir semua guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat berpendapat seperti itu, bahkah ada guru 
yang tidak mengetahui sama sekali apa yang dimaksud dengan eksplorasi, 
elaborasi, dan konfirmasi. 
Kemudian dalam penilaian hasil belajar di dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, sebagian guru menggunakan teknik penilaian tes tertulis (isian, 
benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, uraian dan unjuk kerja) dan nontes 
(panduan observasi, kuesioner, panduan wawancara, dan rubrik). Guru 
menggunakan skor penilaian dalam penentuan nilainya. Guru sering 
menggunakan bentuk instrumen pilihan ganda dan uraian untuk penilain 
tertulis, di mana dalam penskoran untuk pilihan ganda bobot nilainya antara 
soal yang satu dengan yang lain sama sedangkan untuk uraian penskoran nilai 
bobotnya berbeda terngantung pertanyaanya. 
Jadi berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dalam menyusun 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum sesuai dengan langkah-langkah 
penyusunan yang harus dilakukan oleh guru terutama dalam perumusan 
indikator dan proses kegiatan inti eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Hal ini 
dapat dilihat dari langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran di atas.  
Perumusan indikator dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran guru SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat sudah 
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mencakup civics knowledge, civics skills, dan civics depositions, meskipun 
ada beberapa guru yang di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum 
mencantumkan semuanya seperti adanya beberapa guru tidak mencantumkan 
civics depositions yaitu nilai-nilai karakter dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.. Kemudian 
dalam kegiatan pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga 
tidak dicantumkan tentang eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Guru dalam 
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak secara eksklusif 
mencantumkan tentang proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, namun 
sudah mengandung eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi di dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran. 
2. Pelaksanaan Pembelajaran 
Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat yang diperoleh melalui observasi yang dapat dideskripsikan 
sebagai berikut :  
a. SMA Negeri I Seyegan  
Tanggal 14 Mei 2011 Kelas XI (IPS I) dan XI (IPA II) 
1) Proses Kegiatan Belajar Mengajar Kelas XI (IPS 1)  
Berdasarkan hasil observasi yang diketahui Kegiatan Belajar Mengajar 
dalam kegiatan pendahuluan diawali dengan salam, berdoa dan 
103 
 
menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru memberi pertanyaan untuk 
menggali pengetahuan awal siswa. Hal ini sesuai dengan yang ada di Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran 
Pada kegiatan inti guru menggunakan metode ceramah dan tanya 
jawab tanpa media pendukung yang digunakan dalam pembelajaran. Metode 
ceramah dapat memberikan landasan bagi pembangunan pengetahuan siswa. 
Metode dan tanya jawab dapat menfasilitasi interaksi antara peserta didik dan 
guru.  Metode tanya jawab juga membuat peserta didik aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah melakukan proses 
eksplorasi dengan menggunakan beragam pendekatan pembelajaran untuk 
membangun pengetahuan dasar siswa. memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk mencatat dengan memberi keterangan mana yang perlu dicatat. 
Kemudian guru juga telah melakukan proses elaborasi, hal tersebut dapat 
dilihat dari guru yang memberi kesempatan siswa untuk berpikir dan 
menganalisis soal dalam tanya jawab. Proses  konfirmasi juga dilakukan oleh 
guru dengan melakukan umpan balik kepada siswanya dalam bentuk lisan dan 
tertulis. Hal ini sesuai dengan kegiatan inti yang ada di Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, dimana guru melakukan tanya jawab seputar materi yang 
disampaikan dan menjelaskan materi tersebut, kemudian menyuruh siswanya 
untuk menguraikan materi tersebut melalui tanya jawab.  
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Kegiatan penutup tidak berjalan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Di mana guru tidak memberi kesimpulan di akhir 
pembelajaran. Tetapi langsung memberi salam penutup. Sumber 
pembelajarannya berupa Lembar Kegiatan Siswa saja, padahal di dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menggunakan berbagai macam sumber 
belajar dari buku sampai internet.   
Berdasarkan hasil wawancara kegiatan penutup tidak dapat dilakukan 
sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran karena 
terbatasnya waktu yang dimiliki oleh guru, di mana guru tidak sempat 
memberikan kesimpulan dan tindak lanjut. Untuk sumber belajar dari 
berbagai buku, internet dan lain-lainnya itu sebagai bahan acuan bagi guru, 
tetapi di dalam kelas yang digunakan hanya Lembar Kegiatan Siswa karena 
siswa hanya memiliki Lembar Kegiatan Siswa saja. 
Jadi kesimpulan Pelaksanaan Pembelajaran tidak sesuai dengan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana guru tidak menarik kesimpulan 
di akhir pembelajaran dan melakukan tindak lanjut. 
2) Proses Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas XI (IPA 2)  
Berdasarkan hasil observasi, dikarenakan materi sudah habis, maka 
pada pertemuan kali ini hanya mengerjakan soal. Guru dalam kegiatan 
pendahuluan mengawali dengan memberi  salam, berdoa, dan menanyakan 
soal-soal mana yang belum tahu jawabannya. 
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Kegiatan inti diisi dengan mengerjakan soal-soal dengan sumber 
belajar dari Lembar Kegiatan Siswa. Pada proses eksplorasi guru melibatkan 
peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema 
materi yang akan dipelajari dan belajar dari aneka sumber. Guru juga 
melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap pembelajaran. Guru dalam 
proses elaborasi memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, dan 
menyelesaikan masalah dengan menyuruh siswa mengerjakan soal-soal dari 
Lembar Kegiatan Siswa. Kemudian setelah mengerjakan soal, guru 
.melakukan umpan balik dengan memberikan penjelasan kepada siswa 
jawaban yang benar (proses konfirmasi) 
Pada kegiatan penutup, guru menarik kesimpulan selama 
pembelajaran, kemudian memberi tugas rumah/pekerjaan rumah untuk 
mengerjakan soal-soal Lembar Kegiatan Siswa yang belum dibahas. Guru 
memberikan salam penutup. 
Berdasarkan hasil wawancara karena materinya sudah habis maka 
untuk pelaksanaan pembelajaran kali ini diisi membahas dan mengerjakan 
Lembar Kegiatan Siswa dan melakukan tanya jawab saja.  
Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam pelaksanaan 





b. SMA Negeri 1 Minggir 
Tanggal 11 Mei 2011 di kelas X3 dan tanggal 14 Mei 2011 di kelas 
X4 
1) Proses kegiatan belajar mengajar di kelas X3  
Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui, kegiatan pendahuluan 
dibuka dengan guru mengawali salam, melakukan presensi dan 
menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru kemudian menggali 
pengetahuan siswa dengan melakukan tanya jawab.  Hal ini sudah sesuai 
dengan yang ada di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Pada kegiatan inti guru tidak selalu melakukan metode pembelajaran 
sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 
yang di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran seharusnya menggunakan 
metode diskusi, untuk pelaksanaan di kelas sering berubah menggunakan 
metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab tanpa media 
pendukung. Jadi dalam kegiatan inti guru menggunakan ceramah dan tanya 
jawab. Pada eksplorasi guru manjalin komunikasi aktif dengan siswanya 
dengan melakukan tanya jawab dulu, hal ini untuk mengetahui kemampuan 
pemahaman muridnya.. Kemudian dalam elaborasi guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk mencatat dengan memberi waktu untuk mencatat hal-hal 
yang penting. Kemudian guru memberikan kesempatan siswa untuk berpikir 
dan menganalisis soal dengan melakukan tanya jawab.  Proses  konfirmasi 
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guru melakukan umpan balik dengan menyimpulkan dari kegiatan tanya 
jawab. Sumber belajar guru menggunakan berbagai buku, tetapi siswanya 
hanya memakai Lembar Kegiatan Siswa dan buku paket yang dipinjam dari 
perpustakaan. 
Penutup guru memberi soal dan pernyataan untuk dijabarkan 
(dicontohkan) sebagai pekerjaan rumah. Kemudian memberikan salam 
penutup. 
Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pembelajaran adalah hal 
metode pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
karena siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan jika 
menggunakan metode ceramah, maka dalam pelaksanaannya yang seharusnya 
menggunakan metode diskusi berubah menjadi metote ceramah dan tanya 
jawab. 
Jadi kesimpulan dari hasil observasi dan hasil wawancara dapat 
diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan yang ada di 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
2) Pada kegiatan belajar mengajar di kelas X4  
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan 
pendahuluan dibuka denngan guru mengawali pelajaran dengan salam, berdoa 
dan menyampaikan indikator yang dicapai dengan ditulis di papan tulis 
sehingga siswa tahu apa yang akan dicapai. Guru menggali pengetahuan siswa 
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dengan tanya jawab. Hal ini sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. 
Pada kegiatan inti menggunakan metode yang digunakan adalah 
ceramah, diskusi dan tanya jawab tanpa ada media pendukung yang 
digunakan. Pelaksanaan pembelajaran diisi dengan diskusi, tetapi sebelumnya 
dalam proses eksplorasi guru memberi ceramah dan tanya jawab supaya siswa 
dapat memahami materi yang diajarkan. Hal ini untuk membangun 
pengetahuan dasar siswa. Siswa. Pada elaborasi guru menfasilitasi peserta 
didik melalui diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 
maupun tertulis. Guru memberikan kesempatan siswa untuk berpikir, 
menganalisis, menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut. 
Kemudian menfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif. Guru menfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk 
meningkatkan peserta didik. Metode diskusi dengan guru membuat siswa 
berkelompok dan memberi tugas yang harus dikerjakan berkelompok. Jadi 
guru membimbing siswa dalam kelompok dengan menentukan kelompok dan 
menjelaskan apa yang akan didiskusikan. Setelah selesai diskusi, guru 
memberi kesempatan kelompok untuk mempresesntasikan hasil diskusi. Satu 
kelompok mempresentasikan dan kemudian kelompok lain (3 kelompok 
lainnya) membahas yaitu menanyakan, mengkritik dan memberi saran, hal ini 
berurutan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Di sini guru memberi 
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kesempatan siswa untuk mengutarakan pendapat. Kemudian proses 
konfirmasi, guru merespon dan menanggapi jalannya diskusi di mana guru 
mngkonfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi. Guru memberikan 
umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan maupun tertulis. 
Pelaksanaannya ada beberapa siswa yang ramai, malahan ada beberapa siswa 
yang sampai ketiduran. Media pembelajarannya di dalam Rencana 
Pelaksanaan adalan skema system politik di Indonesia. Sumber belajar yang 
digunakan oleh siswa adalah Lembar Kegiatan Siswa.  
Pada kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan apa yang 
diperoleh dari hasil diskusi tersebut. Kemudian guru memberikan salam 
penutup. 
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pelaksanaan 
pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan, di mana kegiatan inti 
dalam menggunakan metode diskusi tidak berjalan lancar dikarenakan murid 
yang ramai sehingga diskusi tidak selesai sesuai dengan waktunya. Hal ini 
menyebabkan dalam pelaksanaan pembelajaran tidak jadi menggunakan 
media pembelajaran berupa skema sistem politik di Indonesia karena waktu 
yang sudah habis. 
Jadi dari hasil observasi dan hasil wawancara dapat disimpulkan 




c. SMA Negeri 1 Godean 
Tanggal 16 Mei 2011 Kelas XI IPS 1 
Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan 
pendahuluan guru mengawali pelajaran dengan salam, doa dan 
menyampaikan materi apa yang akan diajarkan. Guru menyuruh siswa untuk 
membaca ulang materi pelajaran untuk menggali pengetahuan awal siswa. Hal 
ini sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Kegiatan inti tidak berjalan sesuai dengan yang ada di Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran, di mana metode atau strategi yang digunakan 
adalah permainan (tanya jawab) tanpa menggunakan media pendukung dalam 
proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan sekolah sedang mengadakan acara 
perpisahan bagi siswa kelas tiga sehingga kondisi sekolah yang kurang 
kondusif dan pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran di mana metode pembelajaan berubah. Guru 
mengawali proses ekplorasi guru melibatkan peserta didik mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dicapai. Guru 
menfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Pada 
permainan ini guru menerangkan dan menyuruh siswanya untuk membentuk 
lingkaran, kemudian menyanyikan lagu nasional sambil memutar pulpen. 
Kemudian proses elaborasi guru menfasiltasi peserta didik melalui pemberian 
tugas, di mana saat guru bilang stop, maka siswa yang memegang pu;pen 
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harus mengambil undian soal dan lalu memberikan jawaban. Guru 
memberikan kesempatan kepada siswanya untuk berpikir, menganalisis, dan 
menyelesaikan masalah. Guru kemudian melakukan konfirmasi, guru 
memberikan umpan balik dengan membenarkan/menanggapi apakah 
jawabannya salah atau benar. Guru menanggapi dengan memberi pertanyaan 
lagi supaya dijawab dengan lebih rinci. Apabila siswa tersebut tidak bisa 
menjawab, maka guru memberi kesempatan siswa lain untuk menjawab. Guru 
menfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 
dalam mencapai kompetensi dasar, berfungsi sebagai narasumber dan fasilita-
tor dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, 
dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar, membantu menyelesaikan 
masalah, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh dan  
memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif. Sumber belajar yang digunakan siswa adalah buku paket 
dan Lembar Kegiatan Siswa. 
Pada kegiatan penutup, guru menutup dengan salam. Namun 
sebelumnya memberi kesimpulan terlebih dahulu.  
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
pembelajaran tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, seperti sekarang ini karena minggu jam pelajarannya tidak 
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efektif dengan adanya acara perpisahan bagi kelas 3 maka metode berubah 
tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, metode 
yang digunakan yaitu metode dengan menggunakan permainan tanya jawab. 
Siapa yang ditunjuk guru, harus menjawab pertanyaan dari guru. 
Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi dan hasil wawancara  
bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. 
d. SMA Negeri 1 Gamping 
Tanggal 28 Mei 2011 di kelas XC 
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan 
pendahuluan diawali dengan guru memberikan salam, berdoa dan 
menyampaikan materi yang akan diajarkan. 
Kegiatan inti ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, 
tanpa menggunakan media pendukung. Kegiatan intinya diawali dengan 
proses ekplorasi dengan memfasitasi terjadinya interaksi antara peserta didik 
dengan gurunya. Guru memberikan catatan di papan tulis, kemudian 
ditenangkan dan dijelaskan apa yang ditulis di papan tulis, dan dilanjutkan 
dengan melibatkan peserta didik secara aktif melalui tanya jawab. Pada 
elaborasi guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencatat yang ada di 
papan tulis dan merangkum materi dari buku paket. Guru membiasakan 
peserta didik membaca dan menulis. Pada pelaksanaan pembelajaran banyak 
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waktu yang terbuang dengan sia-sia. Hal ini dikarenakan siswa yang pasif dan 
ramai sendiri. Waktu terbuang hanya untuk mengatur siswa dan mengingatkan 
siswa agar tidak ramai. Selain itu dalam pelaksanaannya saat siswa diberikan 
tugas untuk merangkum, guru meninggalkan kelasnya sehingga pelaksanaan 
pembelajaran tidak konduktif. Kemudian dalam proses konfirmasi guru 
melakukan umpan balik dengan menjelaskan kembali apa yang tadi dipelajari 
dari berbagai sumber secara lisan. Sumber belajar yang digunakan dalam 
pembelajaran yaitu buku paket dan Lembar Kegiatan Siswa. 
Kegiatan penutup tidak sesuai dengan yang ada di Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran, di mana guru langsung mengucapkan salam tanpa 
memberikan kesimpulan dahulu. 
Berdasarkan hasil wawancata dapat diketahui bahwa dalam 
pelaksanaan pembelajaran untuk kegiatan penutup tidak melakukan tindak 
lanjut dan menarik kesimpulan. Hal ini dikarenakan waktu yang telah habis, 
yang disebabkan karena siswanya yang ramai sendiri atau karena materinya 
yang banyak. Selain itu dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 
harusnya untuk satu kali tatap muka bisa menjadi dua kali. 
Jadi untuk kesimpulannya menurut hasil observasi dan hasil 
wawancara dalam pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaan terutama dalam kegiatan penutup. Hal ini 
dikarenakan waktu yang sudah habis. 
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e. SMA Budi Mulia Minggir 
Tanggal 11 Mei 2011, kelas XI (IPS) 
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa proses kegiatan 
belajar mengajar di dalam kelas berjalan dengan baik meskipun muridnya 
hanya ada 2 siswa (meskipun jumlah totalnya 4 siswa). Kegiatan pendahuluan 
diawali dengan salam dan berdoa kemudian dilanjutkan dengan 
menyampaikan materi yang akan dipelajari (kelanjutan dari materi kemarin). 
Setelah itu guru langsung melakukan tanya jawab guna menggali pengetahuan 
siswa. Hal ini sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Kegiatan inti yang ditulis dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
menggunakan metode ceramah dan diskusi tapi pada kenyataannya tidak 
dilakukan diskusi, hanya melakukan metode ceramah dan tanya jawab. Hal ini 
disesuaikan dengan kondisi siswa yang hanya terdiri dari 2 siswa saja. Guru 
memberi kesempatan kepada siswanya untuk mencatat, di saat gurunya 
mencatat di papan tulis. Proses eksplorasi dalam kegiatan inti guru memberi 
penjelasan dan memyuruh siswa untuk mencatat. Guru menfasilitasi 
terjadinya interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Kemudian untuk 
elaborasi guru melakukan tanya jawab untuk menggali tentang pemahaman 
siswa terhadap materi tersebut. Guru memberi kesempatan untuk berpikir, 
menganalisis. Guru melakukan konfirmasi dengan memberikan umpan balik 
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dan penguatan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sumber belajar yang 
digunakan oleh siswa pun hanya sebatas buku paket edisi lama. 
Kegiatan penutup seharusnya ada evaluasi dan penugasan, kenyataan 
tidak dilakukan karena kehabisan waktu, sehingga penugasan latihan 
dijadikan pekerjaan rumah. Selain itu juga tidak ada kesimpulan materi yang 
telah diajarkan oleh guru tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam 
pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan metode ceramah dan Tanya 
jawab. Hal ini tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 
seharusnya menggunakan metode diskusi. Ketidaksesuaian ini dikarenakan 
guru dalam melaksanakan pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi 
siswanya. Selain itu karena kehabisan waktu, maka dalam kegiatan penutup 
tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana 
guru tidak menarik kesimpulan dan dalam kegiatan tindak lanjut yang 
seharusnya mengerjakan soal latihan di dalam kelas setelah pembelajaran 
dijadilan pekerjaan rumah karena waktu sudah habis. 
Jadi berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan yang ada 
di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terutama dalam hal metode 




f. SMA Islam 1 Gamping 
Tanggal 19 Mei 2011 di kelas XI IPA dan 21 Mei 2011 di kelas XA 
1) Proses kegiatan belajar mengajar di kelas XI IPA 
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan 
pendahuluan diawali dengan guru memberi salam dan berdoa. hal ini tidak 
sesuai dengan yang ada di Rencana Pelaksanaan pembelajaran. 
Kegiatan intinya menggunakan metode yang digunakan ceramah, 
tanpa metode pendukung dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam 
pelaksanaannya hanya pembahasan soal-soal yang ada di dalam Lembar 
Kegiatan Siswa. Di mana dalam tahap ekplorasi guru melibatkan peserta didik 
mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan 
dipelajari dan belajar dari aneka ssumber. Guru juga melibatkan peserta didik 
secara aktif dalam setiap pembelajaran. Proses elaborasi, guru memberikan 
kesempatan siswanya untuk berpikir, menganalisis. Siswa diberi waktu untuk 
mengerjakan soal yang kemudian soal itu dibahas bersama. Apabila ada soal 
yang tidak bisa dijawab oleh siswanya, maka gurunya memberikan 
penjelasan. Kemudian proses konfirmasi guru melakukan umpan balik dan 
penguatan secara lisan. Untuk tujuan pembelajaran belum tercapai karena 
siswa belum paham betul dan dalam pelaksanaannya banyak siswa yang ramai 
sendiri, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan baik. Sumber 
belajar yang digunakan adalah buku paket dan Lembar Kegiatan Siswa. 
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Pada kegiatan penutup, guru hanya mengucapkan salam saja. Guru 
tidak memberikan kesimpulan dan tindak lanjut. 
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam kegiatan 
pendahuluan guru tidak melakukan apresepsi untuk mengulas kembali materi 
yang telah diajarkan minggu lalu. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan inti, 
guru melakukan pembahasan soal-soal yang ada di dalam Lembar Kegiatan 
Siswa yang dalam pembahasan tersebut mencakup materi minggu lalu. 
Kemudian untuk metode yang seharusnya digunakan adalah metode ceramah, 
tetapi karena sumber belajarnya menggunakan Lembar Kegiatan Siswa, maka 
metode yang di gunakan adalah tanya jawab saja dengan melakukan 
pembahasan soal bersama-sama. Kegiatan penutup tidak sesuai dengan yang 
ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hal ini dikarenakan waktu yang 
terbuang sia-sia karena siswanya ramai sehingga waktunya habis untuk 
menegur siswa supaya tidak ramai. 
Jadi kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan wawancara adalah 
pelaksanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan yang ada di Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran. 
2) Proses kegiatan belajar mengajar di kelas X4  
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa kegiatan 
pendahuluan di sini guru membuka dengan mengucapkan salam dan 
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dilanjutkan dengan berdoa (membaca Al Qur’an/tadzarus), kemudian guru 
menuliskan materi yang akan dipelajari di kelas. 
Pada kegiatan inti menggunakan metode ceramah, dan tidak didukung 
dengan media pendukung dalam proses pembelajaran. Di mana dalam proses 
ekplorasi setelah guru menjelaskan materi tersebut, guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk mencatat apa yang ditulis gurunya di papan tulis.  Hal ini 
untuk membangun pengetahuan siswanya dengan menfasitasi terjadinya 
interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Kemudian dalam elaborasi 
guru menfasilitasi peserta didik untuk berpikirdan menganalisis dengan 
melakukan tanya jawab. Setelah itu melakukan konfirmasi dari tanya jawab 
tadi, di mana guru melakukan umpan balik secara lisan. Pelaksanaannya 
banyak muridnya yang ramai sendiri dan ngobrol sendiri. Beberapa kali guru 
menegur dan mengingatkan siswa untuk tidak ramai, tetapi seringkali di 
biarkan saja. Jadi untuk tujuan pembelajarannya belum tercapai, masih 
banyak siswa yang belum paham. Sumber belajar yang digunakan adalah 
buku paket, modul dan Lembar Kegiatan Siswa. 
Kegiatan penutup tidak sesuai dengan yang ada di Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran, di mana guru tinggal mengucapkan salam, tidak 
ada evaluasi atau tindak lanjut.  
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam 
pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran, di mana dalam kegiatan penutup tidak ada kesimpulan dan 
evaluasi. Hal ini dikarena waktunya yang terbatas atau kurang atau waktu 
yang telah habis. Sering kali yang direncanakan tidak mungkin bisa terlaksana 
semua. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran guru tidak terpaku pada rencana 
dan seringkali keluar dari rencana biasanya. 
Jadi berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaaan pembelajaran Tidak sesuai dengan yang 
ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajajaran. 
Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas berdasarkan hasil observasi 
dan hasil wawancara secara keseluruhan belum sesuai dengan proses 
pembelajaran yang diatur dalam Permendiknan No 41 Tahun 2007 tentang 
Standar Proses. Pada kegiatan pembelajaran pendahuluan beberapa guru 
hanya memberi salam kemudian langsung ke intinya yaitu langsung 
menyampaikan materi yang akan diajarkan pada waktu itu. Beberapa guru 
tanpa melakukan absensi siswa, apresepsi untuk mengulas kembali materi 
yang telah dipelajari minggu kemarin dan melakukan protest (tanya jawab) 
untuk materi yang lalu.  
Kegiatan inti sebagian besar hanya menggunakan metode ceramah dan 
tanya jawab. Materi yang disampaikan juga tidak sesuai dengan waktu yang 
ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang seharusnya disampaikan 
dalam satu kali pertemuan tetapi karena keterbatasan waktu dan terlalu 
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banyaknya materi yang harus disampaikan oleh guru tersebut. Maka Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang seharusnya satu kali pertemuan menjadi dua 
kali pertemuan. Selain itu juga ada beberapa guru yang dalam pelaksanaan 
pembelajaran waktunya terbuang sia-sia karena waktu na lebih banyak 
digunakam untuk mengatur siswanya yang ramai daripada untuk 
menyampaikan materi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran berlum tercapai 
karena masih banyak siswa yang belum paham tentang materi yang diajarkan. 
Kemudian untuk kegiatan penutup guru menarik kesimpulan dan 
setelah itu memberi salam penutup. Tetapi ada beberapa guru yang tanpa 
memberi kesimpulan langsung menutup pembelajaran. Sumber belajar yang 
digunakan adalah buku paket dan Lembar Kerja Siswa yang dibuat bersama 
dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran, namun dalam pelaksanaannya 
kebanyakan guru hanya menggunakan Lembar Kegiatan Siswa tanpa ada 
pendukung yang relevan seperti apa yang tercantum di dalam Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran.  
 
3. Hambatan dan Upaya dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran dan Pelaksanaan pembelajaran 
 
a. Hambatan Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru 
pendidikan kewarganegaraan mengenai hambatan yang terjadi dalam 
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pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan, dapat disajikan sebagai berikut: 
Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan pengembangan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran ada, yaitu urutan atau standar sistematika dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tiap pengawas kadang berbeda-beda. 
Kemudian karakteristik siswa IPA dan IPS yang berbeda, di mana untuk 
materi mungkin harus dicantumkan tapi karena banyak hanya ditulis poinnya 
saja. Anaknya sama, tapi IPA dan IPS berbeda, mungkin di IPA bisa dilepas, 
tapi di IPS perlu dipantau dan lebih banyak menjelaskan  materinya.  
  Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran ada, yaitu materi ajarnya yang banyak namun waktunya yang 
terbatas. Kadang situasi itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, untuk 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2 jam kadang-kadang melebihi otomatis 
pertemuan yang akan datang boleh Kompetensi Dasar sebelumnya. Kelas 
menyesuaikan kondisi tapi dituntut sesuai waktunya. Contoh : kelas I 
semester I Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar banyak tapi waktu 
yang tersedia terbatas. 
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Narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan pengembangan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yaitu tidak begitu masalah dalam pembuatannya 
karena sudah mengacu pada model Rencana Pelaksanaan dari Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran. 
Narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pengembangan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah karakteristik siswa yang 
bermasalah, hal ini dikarenakan situasi siswa yang merupakan pelarian dari 
kota, anak-anak kebanyakan bermasalah karena daerah transisi. 
Narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa terdapat hambatan yaitu materi 
Pendidikan Kewarganegaraan yang  menjadi lebih sulit. 
Narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatannya yaitu sulitnya dalam 




Narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pengembangan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu banyaknya Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar yang sulit dijabarkan dalam indikator (multi tafsir), seperti 
menghargai Mahkamah Internasional, mendiskripsikan, menunjukkan contoh. 
Selain itu antara guru satu dengan yang lain indikatornya tidak sama, 
penjabarannya menimbulkan  multi tafsir. Jadi pencapaian berbeda-beda. 
Narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pengembangannya 
yaitu sulitnya untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa di 
sekolah.  
Narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa banyaknya siswa yang tidak mengikuti 
perkembangan informasi, sehingga metode studi kasus sulit diterapkan. 
Narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pengembangan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pasti ada yaitu memilih metode 
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pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Seperti anak-anak dalam 
diskusi di kelas tidak begitu berjalan lancar dan juga dalam pembahasan 
pekerjaan rumah, karena siswa lebih cepat mengerti dengan metode tanya 
jawab. 
Jadi dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat 
masih banyak di temukan hambatan-hambatannya. Hal itu bisa disebabkan 
oleh siawa, sekolah maupun gurunya sendiri. Hambatan-hambatan tersebut 
dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
1) Siswa  
Banyaknya guru yang mengaku mengalami hambatan karena 
karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karakter siswa-siswa yang berasal dari 
kota kebanyakan bermasalah sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi 
pengembanga Rencana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. Hal ini juga dapat dilihat dari perbedaan karakter antara 
siswa IPS dan IPA menjadi pertimbangan dalam pemberian metode 
pembelajaran. Kebanyakan siswa yang berada di SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat juga kurang mengikuti perkembangan berita sehingga menjadi 





Guru mengalami berbagai kesulitan dalan penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran diantarannya adalah sebagai berikut: 
a) Dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pengawas 
memiliki standar yang berbeda dalam urutan penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran sehingga banyak guru yang mengalami 
kebingungan. Untuk materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
sekarang lebih bersifat ketatanegaraan sehingga banyak guru-guru yang 
mengalami kesulitan untuk mencari bahan materi. Selain itu banyak Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sulit dijabarkan karena multi tafsir 
b) Dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, guru juga 
mengalami kesulitan dalam menyesuaikan jam pembelajarann karena waktu 
yang tersedia sangat terbatas. 
b. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru 
pendidikan kewarganegaraan mengenai hambatan yang terjadi dalam 
pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan, dapat disajikan sebagai berikut: 
Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran yaitu kondisi dan karakteristik siswa yang berbeda-
beda, sehingga penerapan metodenya harus memperhatikan hal tersebut. siswa 
yang menjawab asal bunyi (salah total) tidak benar), tapi IPS/IPA tidak semua 
seperti itu. Kadang karena capek/ngantuk atau jam terakhir. Untuk 
pelaksanaan disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, bisa 
atau tidak bisa melenceng, yang penting materi berurutan tapi metode bisa 
berubah. 
Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan pelaksanaan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yaitu siswa tidak memiliki media yang cukup 
untuk pembelajaran atau kurangnya media pembelajaran yang dimiliki oleh 
siswa. Di mana siswa buka internet atau cari buku lain dan Undang-Undang 
Dasar harus selalu dibawa. Tapi media tidak lengkap dan kadang siswanya 
tidak membawa Undang-Undang Dasat. 
Narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan sarana dan prasarana yang tidak lengkap untuk 
mengajar, di mana dalam mengajar lebih menggunakan gambar/Koran atau 
melihat Televisi karena penggunaan LCD tidak begitu bisa.  
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Narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yaitu teknik pelaksanaan dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran tidak sesuai. Sarana dan prasarana dalam mengajar yang 
kurang. Siswa yang bermasalah dan kondisi ekonomi siswa yang kekurangan. 
Narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan yaitu 
sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, di mana media 
belum berjalan semua kelas. Metode ceramah, mungkin mulai tahun depan 
akan ada beberapa kelas menggunakan  LCD. Kalau sekarang masih 
menggunakan ceramah. Kegiatan sehari-hari selalu dikaitkan dalam materi 
seperti adat istiadat yang terpenting tahu materi ini terkait dengan itu 
(dikaitkan dengan tradisi). 
Narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaannya 
terdapat padakurangnya sarana dan prasarana seperti LCD hanya ada 2 jadi 
jadi sering gentian tidak bisa selalu menggunakan, pegangan lebih ke Lembar 
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Kegiatan Siswa, buku untuk siswa terasa berat (masalah biaya). Selain itu 
juga karakteristik siswa yang bermasalah. 
Narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan relatif 
berbeda tiap sekolah, hambatan yang dihadapi disini adalah motivasi siswa 
agak rendah karena nem untuk menengah, daya pikirnya rendah dan berasal 
dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Membeli buku pelajaran 
sangat sulit karena masalah biaya. 
Narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa kurang tersedia fasilitas sarana dan 
prasarana seperti LCD. Sehingga media yang digunakan hanya dari buku 
paket dan Koran. 
Narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa hambatannya berasal dari kondisi dan 
situasi kelas yang ramai. 
Narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang 
terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran mengemukakan bahwa sulitnya menyesuaikan metode 
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pembelajaran dengankarakteristik siswanya dan kurangnya waktu untuk 
pelaksanaan pembelajaran. Di mana siswa susah untuk berdiskusi dan waktu 
yang tidak sesuai dengan rencana. 
Jadi dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
di SMA Se-kabupaten Sleman Wilayah Barat juga masih banyak di temukan 
hambatan-hambatannya. Sama seperti dalam pengembangan hal itu bisa 
disebabkan oleh siswa, sekolah maupun gurunya sendiri. Hambatan-hambatan 
tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
1) Siswa  
Reaksi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung 
kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Hal tersebut karena 
banyaknya siswa yang sudah capek/mengantuk pada jam-jam terakhir. Selain 
itu motivasi siswa SMA yang rendah menbuat kebanyakan siswa jadi kurang 
memperhatikan pelajaran. Daya pikir siswa yang kurang juga menjadi kendala 
tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu kondisi ekonomi 
siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang berasal dari keluarga 
yang kurangn mampu menbuat kebanyakan siswanya tidak dapat membeli 
buku pelajaran. Hal tersebut kemudian menjadi hambatan tersendiri bagi guru 





Banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran karena 
terbatasnya waktu. 
3) Media  
Ketidaklengkapan media di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat 
menjadi hambatan guru. Selain itu kurangnya pengetahuan guru terhadap 
penggunaan media seperti LCD membuat banyak guru memilih menggunakan 
gambar dan Koran. Kurang lengkapnya media pembelajaran di sekolah juga 
berefek pada guru yang memilih metode ceramah dan diskusi. 
4. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam 
Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan 
Pembelajaran 
 
a. Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Mengembangkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru 
pendidikan kewarganegaraan mengenai upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran berdasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dapat 
disajiikan sebagai berikut: 
  Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
131 
 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
permasalahan tentang standar sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
tiap pengawas yang berbeda-beda dan karakteristik siswa IPA dan IPS yang 
berbeda yaitu membuat Rencana Pembelajaran dengan standar sistematika 
menurut pengawas masing-masing dan untuk karakteristik siswa yang berbeda 
dengan menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi 
siswa. 
Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
hambatan tentang materi pembelajaran yang banyak namun waktunya terbatas 
dengan mengalokasikan semaksimal mungkin, tetapi jika waktunya kurang 
yang dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 
Narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa hambatan yang terjadi 
tidak terlalu bermasalah karena sudah mengacu pada Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran, jadi pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan 
mengikuti pedoman dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran. 
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Narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
hambatan tentang karakteristik siswa yang bermaslah yaitu melakukan 
koordinasi dengan guru mata pelajaran secara administrasi, menyamakan 
langkah, berdiskusi dengan sesama guru mata pelajaran, dan juga melakukan 
koordinasi melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran.  
Narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi 
hambatan tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu dalam metode 
pembelajaran menggunakan metode yang sesuai dengan materi pelajaran, 
sehingga dalam menyampaikan materi tidak dianggap sulit. 
Narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
hambatan tentang sulitnya menyesuaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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dengan karakteristik yaitu dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran disesuaikan dengan lingkunan sekolah. 
Narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
hambatan tentang kata kerja operasional dari pengawas yang tumpang tindih 
(terjadi multi tafsir) yaitu membahas masalah tersebut di forum Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran atau menyesuaikan dengan pengawas masing-masing. 
Narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan tentang sulitnya dalam menyesuaikan 
pembelajaran dengan kondisi siswa di sekolah yaitu dalam metode 
pembelajaran memilih penyampaian materinya yang bisa dipahami oleh 
siswanya. Hal ini di sesuikan dengan kondisi siswa dan sekolah. 
Narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan 
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dalam mengatasi hambatan tentang banyaknya siswa yang tidak mengikuti 
perkembangan informasi, sehingga metode studi kasus sulit diterapkan yaitu 
materi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan fakta yang ada 
dan mengikuti perkembangan informasi saat ini. 
Narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi 
hambatan tentang memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 
siswa yaitu menggunakan metode yang di sesuaikan dengan siswanya yang 
aktif dan tidak. Di mana untuk siswa yang aktif bisa  menggunakan metode 
diskusi untuk yang tidak aktif menggunakan metode ceramah dan tanya 
jawab. Jadi upaya yang dilakukan oleh guru mata pelajaran pendidikan 
kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan dalam mengembangkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut : 
1) Siswa  
Banyaknya guru yang mengaku mengalami hambatan karena 
karakteristik siswa yang berbeda-beda. Karakter siswa-siswa yang berasal dari 
kota kebanyakan bermasalah sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini 
juga dapat dilihat dari perbedaan karakter antara siswa IPS dan IPA menjadi 
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pertimbangan dalam pemberian metode pembelajaran. Kebanyakan siswa 
yang berada di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat juga kurang 
mengikuti perkembangan berita sehingga menjadi hambatan dalam penerapan 
metode studi kasus dan diskusi. 
Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan yaitu 
dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disesuaikan dengan 
lingkungan sekolahnya terutam dengan kondisi siswanya. Untuk perbedaan 
karakteristik siswa, siswa diberi tugas terstruktur dan tidak terstruktur. 
Kemudian siswa diajak menbahas soal dengan open book dari modul jika 
sewaktu-waktu diadakan ulangan (close book) maka siswa dapat 
mengerjakan. Selain itu dalam penggunaan metode pembelajaran 
menggunakan metode yang penyampaian materinya tidak dianggap sulit oleh 
siswanya. 
2) Guru  
Banyaknya guru yang mengalami berbagai kesulitan dalan 
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran diantarannya adalah sebagai 
berikut: 
a) Pengawas dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
memiliki standar yang berbeda dalam urutan penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran sehingga banyak guru yang mengalami 
kebingungan. Untuk materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
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sekarang lebih bersifat ketatanegaraan sehingga banyak guru-guru yang 
mengalami kesulitan untuk mencari bahan materi. Selain itu banyak Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sulit dijabarkan karena multi tafsir. 
b) Guru dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga 
mengalami kesulitan dalam menyesuaikan jam pembelajarann karena waktu 
yang tersedia sangat terbatas 
 Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan tersebut 
adalah berpegang pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selama tidak lepas 
dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Untuk materi selain dari 
modul atau buku pelajaran guru dapat menambahkan materi dari buku-buku 
lainnya. Dalam pengembangannya, untuk kata kerja operasional dari 
pengawas yang masih tumpang tindih dan multi tafsir, guru 
mengembangkannya dengan menyesuaikan pengawas masing-masing. Selain 
itu dalam mengatasi hambatan pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran yaitu melakukan koordinasi dengan guru mata pelajsran secara 
administrasi, menyamakan langkah, berdiskusi dengan sesama guru mata 
pelajaran . dalam pembelajaran menggunakan sumber belajat dari lembar 
kegiatan siswa untuk menyamakan langkah sampai tingkat evaluasinya. 
 
 





Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden guru 
pendidikan kewarganegaraan mengenai upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran, dapat disajikan sebagai 
berikut: 
  Narasumber ERW dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
hambatan tentang kondisi dan karakteristik anak yang berbeda-beda sehingga 
penerapan metodenya harus memperhatikan hal tersebut yaitu dengan 
menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa 
dan sekolah, dimana untuk IPA menggunakan diskusi dan untuk IPS lebih 
sering ceramah. Biarpun metode pembelajarannya berbeda yang terpenting 
materinya berurutan.  
Narasumber SKP dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi 
hambatan tentang siswa yang tidak memiliki media yang cukup untuk 
pembelajaran atau kurangnya media yang dimiliki oleh siswa adalah dengan 
penugasan tugas praktik, misalnya dalam masalah hukum, siswa disuruh 
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mengamati pengendara motor, dan mencatatsiapa saja yang tertib/tidak (terjun 
langsung ke lapangan). Selain itu di parkiran, siswa disuruh melihat guru dan 
siswa berapa yang tertib dan hal ini bisa dilaporkan ke Kepala Sekolah 
sebagai laporan. 
Narasumber STH dalam wawancara pada tanggal 19 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan tentang tidak lengkapnya sarana dan prasarana 
untuk mengajar yaitu untuk alat bantunya dapat munggunakan buku paket 
atau Koran, dan lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.  
Narasumber TTR dalam wawancara pada tanggal 31 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pelaksanann Pembelajaran tentang 
sarana prasarana yang kurang dan kondisi siswa yang bermasalah serta 
kondisi ekonomi siswa yang kekurangan yaitu bersama-sama dengan wakil 
kepala kesiswaan dan kurikulum yang sesama guru  Pendidikan 
Kewarganegaraan melakukan koordinasi bersama untuk mengatasi masalah 
bersama dan tentang siswa. Untuk pribadi, seperti sekolah tidak kondusif 
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kelas( secara umum) maka bersifat umum penyelesaiannya. Untuk siswa 
bermasalah (secara khusus), sering tidak masuk/diam dll maka 
penyelesaiannya secara khusus. Untuk sarana prasarana yang kurang yang 
menggunakan sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah. 
Narasumber SBN dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan tentang sarana dan prasarana yang kurang 
mendukung pembelajaran yaitu dengan menggunakan fasilitas seadanya.  
Pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran lebih dikaitkan dengan 
kehidupan sehari-hari misalnya adat istiadat, sehingga tidak memerlukan 
banyak fasilitas dan siswa dapat lebih kritis dalam menganalisis. 
Narasumber KWD dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya untuk mengatasi 
hambatan tentang sarana dan prasarana yang kurang memadai dan 
karakteristik siswa yang bermasalah yaitu membenahi siswanya dengan 
menyelesaikan masalahnya dahulu. Kemudian untuk sarana menggunakan 
fasilitas yang ada di sekolah. 
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Narasumber SNY dalam wawancara pada tanggal 09 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
hambatan tentang karakteristik siswa yang motivasinya rendah, daya pikirnya 
rendah dan berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu yaitu 
dalam pelaksanaan pembelajaran harus ada unsur untuk membangkitkan 
motivasi, kemudian untuk daya pikir rendah diadakan diklat untuk berlatih 
terus (pendalaman materi) dan untuk latar belakang ekonomi yang kurang 
mampu yaitu buku pelajaran disediakan oleh perpustakaan. 
Narasumber SPL dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan tentang kurang tersedianya sarana dan prasarana 
yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan sarana yang tersedia, 
karena tidak ada LCD jadi metode pembelajaran menggunakan ceramah dan 
tanya jawab. 
Narasumber WDM dalam wawancara pada tanggal 24 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
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Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya dalam mengatasi 
hambatan tentang kondisi dan situasi kelas yang ramai yaitu menggunakan 
metode tanya jawab, sehingga siswa ikut berpartisipasi aktif dalam 
pembelajaran di kelas. 
Narasumber ZNM dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2011 yang 
terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mengemukakan bahwa upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan tentang sulitnya dalam menyesuaikan metode 
pembelajaran dengan karakteristik siswa dan kurangnya waktu untuk 
melaksanakan pembelajaran yaitu dengan memahami karakteristik siswanya 
terlebih dahulu. Untuk kurangnya waktu disesuaikan dengan pelaksanaannya, 
kalau belum selesai dilanjutkan pada pertemuan minggu depannya. Jadi upaya 
yang dilakukan oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam 




1) Siswa  
Reaksi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung 
kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Hal tersebut karena 
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banyaknya siswa yang sudah capek/mengantuk pada jam-jam terakhir. Selain 
itu motivasi siswa SMA yang rendah membuat kebanyakan siswa jadi kurang 
memperhatikan pelajaran. Daya pikir siswa yang kurang juga menjadi kendala 
tersendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu kondisi ekonomi 
siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang berasal dari keluarga 
yang kurangn mampu menbuat kebanyakan siswanya tidak dapat membeli 
buku pelajaran. Hal tersebut kemudian menjadi hambatan tersendiri bagi guru 
dalam melaksanakan pembelajaran. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam 
mengatasi hambatan ini adalah membangkitkan motivasi, kemudian untuk 
daya pikir rendah diadakan diklat untuk berlatih terus. Kemudian sesama guru 
pendidikan kewarganegaraan melakukan koordinasi bersama untuk mengatasi 
masalah bersama dan tentang siswa. 
2) Waktu  
Hambatan dari waktu yaitu banyak guru yang mengalami kesulitan 
dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran karena terbatasnya waktu. Upayanya yaitu dalam pelaksanaan 
tergantung dengan Kompetensi Dasar atau tergantung dengan situasi dan 
kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran 
disesuaikan dengan kondisi saat itu. Metode dalam pelaksanaan pembelajaran 
disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah asal materinya berurutan saja. 
3) Media  
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Hambatan dari media yaitu ketidaklengkapan media di SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat menjadi hambatan guru. Selain itu 
kurangnya pengetahuan guru terhadap penggunaan media seperti LCD 
membuat banyak guru memilih menggunakan gambar dan Koran. Kurang 
lengkapnya media pembelajaran di sekolah juga berefek pada guru yang 
memilih metode ceramah dan diskusi. Upaya yang dilakukan yaitu dalam 
pelaksanaan pembelajaran menggunakan sarana yang tersedia, karena tidak 
ada LCD jadi metode menggunakan ceramah dan tanya jawab. 
 
C. Pembahasan Hasil Penelitian  
1. Hambatan yang Dihadapi Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Pelaksanaan 
Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pndidikan 
 
a. Hambatan yang Dihadapi Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
 
Berdasarkan hasil dokumentasi tentang sistematika Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dari guru-guru SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat sudah mengacu pada Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang 
Standar Proses, sehingga sistematika Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
telah sesuai dengan yang ada di dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007. Hal 
ini juga dikarenakan mereka menggunakan sistematika yang diterapkan oleh 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang berpedoman pada Permendiknas No 
41 Tahun 2007. 
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Guru dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat 
masih banyak di temukan hambatan-hambatannya. Hambatan-hambatan 
tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
1) Siswa  
Hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran adalah karakteristik dan latarbelakang siswa yang berbeda-beda. 
Latabelakang siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat kebanyakan 
berasal dari kota yang memiliki mind set bebas sehingga menjadi hambatan 
tersendiri bagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran khususnya 
dengan metode diskusi membuat kelas sangat gaduh. Hal tersebut juga terjadi 
pada pembahasan pekerjaan rumah. Siswa di SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat lebih mudah mengerti dengan metode tanya jawab pada 
metode studi kasus. Namun walaupun begitu tidak semua siswa mengikuti 
perkembangan informasi padahal dalam pembelajaran dengan metode studi 
kasus diperlukan pemahaman terhadap informasi terbaru. Perbedaan karakter 
antara siswa IPS dan IPA yang memiliki kesenjangan dalam kecerdasan 
menjadi pertimbangan dalam pemberian metode pembelajaran. Kebanyakan 
untuk IPA proses pembelajarannnya dalam metode diskusi bisa dilepas, tapi 
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di IPS masih perlu dipantau dan lebih banyak menjelaskan dalam 
pembelajaran. Kebanyakan siswa yang berada di SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat juga kurang mengikuti perkembangan berita sehingga menjadi 
hambatan dalam penerapan metode studi kasus dan diskusi. 
2) Guru 
Dilihat dari hasil wawancara dan dokumentasi, guru dalam menyusun 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum sesuai dengan langkah-langkah 
penyusunan yang harus dilakukan oleh guru terutama dalam perumusan 
indikator dan proses kegiatan inti eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 
Langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sebagai 
berikut: 
(1) Mengambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam 
pembelajaran. 
(2) Menulis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam 
unit tersebut. 
(3) Menentukan  indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. 
(4) Menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator 
tersebut. 
(5) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam 
pembelajaran tersebut. 
(6) Menentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan kepada 
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 
(7) Memilih metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan 
tujuan pembelajaran. 
(8) Menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan 
rumusan tujuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi 
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 
(9) Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari 2 
(dua)  jam pelajaran, maka membagi langkah-langkah pembelajaran 
menjadi lebih dari satu pertemuan. Pembagian setiap jam pertemuan bisa 
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didasarkan pada satuan tujuan pembelajaran atau sifat/tipe/jenis materi 
pembelajaran. 
(10) Menyebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam 
pembelajaran secara kongkret dan untuk setiap bagian/unit pertemuan. 
(11) Menentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian 
yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar 
atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.    
 
Perumusan indikator dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran sudah mencakup civics knowledge, civics skills, dan civics 
depositions, meskipun ada beberapa guru yang di dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran belum mencantumkan semuanya seperti adanya beberapa guru 
tidak mencantumkan civics depositions yaitu nilai-nilai karakter dalam 
Pendidikan kewarganegaraan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.. 
Kemudian dalam kegiatan pembelajaran di dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran juga tidak dicantumkan tentang eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi. Guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak 
secara eksklusif mencantumkan tentang proses eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi, namun sudah mengandung eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 
di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Hal tersebut karena guru memiliki pemahaman yang kurang terhadap 
langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
komponen-komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Guru dalam 
penyusunannya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga memiliki hambatan 
lainnya. Salah satunya karena pengawas yang memiliki perbedaan 
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pemahaman mengenai sistematika penyusunannya Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran sehingga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran guru berbeda bila 
pengawasnya berbeda. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi guru dan 
menjadi hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.  
Selain itu kurangnya pemahaman guru terhadap materi Pendidikan 
Kewarganegaraan karena perkembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan 
yang sulit dipahami juga menjadi salah satu hambatan. Materi pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan sekarang dinilai lebih sulit karena memiliki 
banyak teori dan materinya masih baru sehingga banyak guru-guru senior 
yang mengalami kesulitan untuk mencari bahan materi. Selain itu 
pengembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan sekarang membutuhkan 
pengetahuan yang up to date (sesuai dengan apa yang berkembang di 
masyarakat). Materi Pendidikan Kewarganegaraan sekarang cenderung 
mengarahkan agar siswa lebih aktif dan kritis. Siswa diharapkan paham dan 
dapat menganalisa sendiri masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang 
terjadi dimasyarakat. Namun guru masih belum dapat mendorong siswa untuk 
aktif saat pembelajaran. 
b. Hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
Pelaksanaan Pembelajaran  
 
Pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas, 
berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara secara keseluruhan belum 
sesuai dengan proses pembelajaran yang diatur dalam Permendiknas No 41 
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Tahun 2007 tentang Standar Proses. Pada kegiatan pembelajaran pendahuluan 
beberapa guru hanya memberi salam kemudian langsung ke intinya yaitu 
langsung menyampaikan materi yang akan diajarkan pada waktu itu. 
Beberapa guru tanpa melakukan absensi siswa, apersepsi untuk mengulas 
kembali materi yang telah dipelajari minggu kemarin dan melakukan pra tes 
(tanya jawab) untuk materi yang lalu.  
Kegiatan inti sebagian besar hanya menggunakan metode ceramah dan 
tanya jawab. Materi yang disampaikan juga tidak sesuai dengan waktu yang 
ada di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang seharusnya disampaikan 
dalam satu kali pertemuan tetapi karena keterbatasan waktu dan terlalu 
banyaknya materi yang harus disampaikan oleh guru tersebut. Maka Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang seharusnya satu kali pertemuan menjadi dua 
kali pertemuan. Selain itu juga ada beberapa guru yang dalam pelaksanaan 
pembelajaran waktunya terbuang sia-sia karena waktunya lebih banyak 
digunakan untuk mengatur siswanya yang ramai daripada untuk 
menyampaikan materi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran berlum tercapai 
karena masih banyak siswa yang belum paham tentang materi yang diajarkan. 
Kemudian untuk kegiatan penutup guru menarik kesimpulan dan 
setelah itu memberi salam penutup. Tetapi ada beberapa guru yang tanpa 
memberi kesimpulan langsung menutup pembelajaran. Untuk sumber belajar 
yang di gunakan adalah buku paket dan Lembar Kerja Siswa yang dibuat 
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bersama dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran, namun dalam 
pelaksanaannya kebanyakan guru hanya menggunakan Lembar Kegiatan 
Siswa tanpa ada pendukung yang relevan seperti apa yang tercantum di dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Kegiatan pembelajaran di kelas tersebut belum sesuai dengan proses 
pembelajaran yang diatur dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007 tentang 
Standar Proses karena guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Se-
kabupaten Sleman Wilayah Barat masih mengalami hambatan-hambatan. 
Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
1) Siswa  
Reaksi siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung 
kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Hal tersebut karena 
kondisi fisik siswa yang sudah capek/mengantuk pada jam-jam terakhir. 
Selain itu motivasi siswa SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang 
rendah membuat kebanyakan siswa jadi kurang memperhatikan pelajaran. 
Daya pikir siswa yang kurang juga menjadi kendala tersendiri dalam 
melaksanakan pembelajaran. Selain itu kondisi ekonomi siswa SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat yang berasal dari keluarga yang kurang 
mampu menbuat kebanyakan siswanya tidak dapat membeli buku pelajaran. 





Banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran karena 
terbatasnya waktu dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. Padahal materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan sangat 
yang banyak, sedangkan waktunya yang tersedia kurang. Jadi dalam 
pelaksanaan pembelajaran banyak guru yang tidak menyelesaikan materi ajar 
dalam sekali pertemuan seperti yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Materi ajar yang belum selesai di bahas dalam pelaksanaan 
pembelajaran akhirnya dilanjutkan dalam pada pertemuan selanjutnya. 
3) Media  
Ketidaklengkapan media di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah 
Barat menjadi hambatan guru. Kurang lengkapnya media pembelajaran di 
sekolah ini berefek pada guru yang memilih metode ceramah dan diskusi. 
Guru di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat lebih banyak guru yang 
menggunakan metode ceramah, tapi untuk Pendidikan Kewarganegaraan guru 
juga menggunakan metode diskusi misalnya untuk materi demokrasi. 
Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA se-
Kabupaten Sleman Wilayah Barat kurang maksimal karena ketidaktersediaan 
fasilitas (tidak semua kelas ada LCD) dan pelaksanaan praktik lapangan 
(misalnya ke pengadilan) belum tercapai.  
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2. Upaya yang Dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan dalam 
mengatasi hambatan dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan dan 
Pelaksaaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat satuan 
Pendidikan 
 
a. Upaya yang dilakukan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
Mengatasi Hambatan dalam Mengembangkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran  
 
Pengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengalami banyak hambatan ini, 
telah disikapi oleh guru-guru dengan melakukan berbagai upaya-upaya. 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebagai berikut : 
1) Siswa  
Salah satu hambatan pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran yang dialami oleh guru adalah berasal dari siswa yaitu karena 
latar belakang dan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Latar belakang 
siswa-siswa yang berasal dari kota, memiliki mind set bebas berbeda dengan 
latar belakang siswa disana pada umumnya. Hal tersebut menjadi hambatan 
tersendiri bagi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
Selain itu perbedaan karakter antara siswa IPS dan IPA menjadi pertimbangan 
dalam pemberian metode pembelajaran juga menjadi salah satu hambatan. 
Kebanyakan siswa yang berada di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat 
juga memiliki karakteristik kurang mengikuti perkembangan berita sehingga 
menjadi hambatan dalam penerapan metode studi kasus dan diskusi.  
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Jadi upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan 
tersebut yaitu dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya terutama dengan latar belakang 
siswanya. Selain itu untuk mengatasi perbedaan karakteristik siswa, guru 
menggunakan metode pembelajaran yang mudah diterima oleh siswa mana 
pun. Kemudian untuk karakteristik siswa yang kurang menggikuti 
perkembangan berita, guru melakukan pembelajaran dengan metode inquiry, 
sehingga siswa harus mencari informasi sendiri. 
2) Guru  
Hambatan dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
juga datang karena faktor guru yaitu kurangnya pemahaman terhadap 
langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 
komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Upaya yang dilakukan guru 
untuk mengatasi hambatan tersebut adalah membahas hal-hal yang terkait 
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi Pendidikan 
Kewarganegaraan bersama dengan guru lain atau pada forum Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran. Selain itu guru-guru juga meningkatkan 
pengetahuannya dengan mencari materi dari internet dan buku-buku yang 
lain. 
b. Upaya yang Dilakukan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 




Hambatan-hambatan yang dihadapi guru Pendidikan 
Kewarganegaraan di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah Barat dalam 
melaksanakan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan adalah siswa, waktu, dan media. Upaya-upaya yang dilakukan 
oleh guru dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Siswa  
Hambatan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
salah satunya adalah berasal dari faktor siswa. Faktor siswa tersebut yaitu 
kondisi fisik, kondisi ekonomi, motivasi dan daya pikir siswa. Upaya yang 
dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan rendahnya motivasi siswa 
adalah dengan menggunakan metode tanya jawab untuk memotivasi siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada siswa yang memiliki daya 
pikir rendah diadakan diklat untuk latihan soal-soal secara terus-menerus. 
Pada aspek hambatan kondisi fisik siswa yang mengantuk dan kecapekan, 
guru mengatasinya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menarik. 
Guru mengatasi hambatan kondisi ekonomi dengan meminjam buku dari 
perpustakaan sehingga siswa tidak perlu membeli buku pelajaran. 
2) Waktu  
Faktor waktu juga merupakan salah satu penghambat dalam 
pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
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Terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan sedangkan materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan sangat 
banyak menjadikan guru yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi masalah waktu yaitu dengan menyesuaikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan waktu yang tersedia. Jadi walaupun 
pelaksanaan pembelajarannya tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran namun pemberian materi tetap sesuai dengan sistematika materi 
yang harus diberikan dan semua materi tuntas diberikan. 
3) Media  
Ketidaklengkapan media di SMA se-Kabupaten Sleman Wilayah 
Barat juga menjadi hambatan guru. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan tersebut adalah menyesuaikan metode dengan media yang tersedia 
di sekolah masing-masing atau dengan menggunakan media cetak, dan 
gambar yang dibawa sendiri. Selain itu guru juga mengantisipasinya dengan 







Berdasarkan dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang 
dilakukan mengenai hambatan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 
mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-
kabupaten Sleman Wilayah Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Hambatan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah 
karena faktor siswa dan guru. Faktor siswa yaitu karakteristik dan 
latarbelakang siswa yang berbeda-beda. Faktor guru yaitu kurangnya 
pemahaman terhadap langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan materi 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan hambatan dalam 
pelaksanaan pembelajaran adalah faktor siswa, waktu, dan media. Faktor 
siswa yaitu kondisi fisik, kondisi ekonomi, motivasi dan daya pikir siswa. 
Faktor waktu yang dimaksud disini adalah terbatasnya waktu untuk 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sedangkan materi ajar 
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pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat banyak. Faktor media 
yaitu ketidaklengkapan media. 
2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengembangan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk faktor siswa yang meliputi 
karakteristik dan latarbelakang siswa yang berbeda dengan  metode 
pembelajaran yang mudah diterima siswa dan menyesuaikan pengembangan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan latar belakang siswanya. Faktor 
guru yang meliputi kurangnya pemahaman terhadap langkah-langkah 
penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan komponen Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dan materi pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan dengan  membahas hal-hal yang terkait dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran dan materi Pendidikan Kewarganegaraan bersama 
dengan guru lain atau pada forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran, serta 
meningkatkan pengetahuannya dengan mencari materi dari internet dan buku-
buku lainnya. Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan pembelajaran yang berasal dari faktor siswa yang meliputi 
kondisi fisik, kondisi ekonomi, motivasi, dan daya pikir dengan menggunakan 
strategi pembelajaran yang menarik, meminjam buku dari perpustakaan, 
menggunakan metode tanya jawab untuk memotivasi siswa dalam kegiatan 
belajar mengajar, dan diadakan diklat untuk latihan soal-soal secara terus-
menerus. Faktor waktu yaitu terbatasnya waktu untuk pembelajaran 
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sedangkan materi ajar pembelajaran sangat banyak dengan menyesuaikan 
pelaksanaan pembelajaran dengan waktu yang tersedia, namun pemberian 
materi tetap sesuai dengan sistematika materi. Faktor media yang berupa 
ketidaklengkapan media yaitu dengan menyesuaikan metode dengan kondisi 
siswa dan media yang tersedia di sekolah masing-masing atau dengan 
menggunakan media cetak, dan gambar yang dibawa sendiri dan guru 
mengantisipasinya dengan lebih banyak menggunakan metode tanya jawab. 
. 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka diketahui bahwa 
hambatan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan rencana 
pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA se-Kabupaten Sleman 
Wilayah Barat belum berjalan dengan baik.  Hal tersebut berimplikasi pada 
siswanya, yaitu sebagai berikut: 
1. Kurangnya pemahaman guru terhadap langkah-langkah penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan komponen Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran berimplikasi pada kurang terstrukturnya kegiatan pembelajaran 
sehingga siswa kurang memahami apa yang disampaikan. 
2. Kurangnya pemahaman guru terhadap materi Pendidikan 
Kewarganegaraan karena perkembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan 
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yang sulit dipahami juga menjadi salah satu hambatan. Materi pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan berimplikasi pada kurangnya kualitas materi 
yang guru sampaikan sehingga siswa jadi kurang mengerti atau kurang paham 
terhadap materi yang diajarkan oleh guru. 
3. Ketidaklengkapannya media di sekolah menyebabkan metode 
pembelajaran menggunakan ceramah dan tanya jawab saja. Hal ini 
berimplikasi pada siswanya, di mana siswa di dalam pelaksanaan 
pembelajaran menjadi bosan dan kurang memperhatikan pelajaran, sehingga 
siswa kurang aktif yaitu cenderung pasif dan tidak kritis karena media 
pembelajarannya kurang menarik. Jadi inilah yang menyebabkan reaksi siswa 
terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung kadang tidak sesuai 
dengan apa yang diharapkan guru. 
 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hambatan guru  
Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan di SMA se-kabupaten Sleman Wilayah Barat, maka 
penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan 
bahan masukan atau pertimbangan sebagai berikut : 
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1. Bagi dinas pendidikan atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran agar 
memberikan sosialisasi tentang pengembangan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran secara teoritis dan praktis kepada guru pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan agar lebih memahami tentang pengembangan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan. 
2. Bagi dinas pendidikan atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan agar sosalisasi tentang materi-materi 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang baru terhadap guru-guru 
senior agar paham dengan materi yang akan diajarkan dan dapat 
meningkatkan pengetahuan guru. 
3. Bagi dinas pendidikan atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran agar 
menambah persediaan buku-buku pelajaran pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan atau buku-buku yang relevan dengan materi pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan untuk menambah pengetahuan guru tentang 
materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
4. Bagi pihak sekolah supaya menyediakan kelengkapan sarana dan 
prasarana khususnya media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran 
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